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ABSTRAK 

 

KONSTRUKSI PENGATURAN PRODUK ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

SEBAGAI HASIL KARYA INTELEKTUAL BERDASARKAN 

REZIM TRIPS 

 

Oleh 

 

MUHAMMAD FEBRIYAN SAPUTRA 

 

 

Revolusi Industri 5.0 mempengaruhi dinamika masyarakat untuk beradaptasi 

dengan teknologi canggih yang terintegrasi oleh kecerdasan manusia seperti 

artificial intelligence. Seringnya penggunaan teknologi AI dalam kehidupan 

manusia mengakibatkan permasalahan hukum. Namun, perjanjian TRIPs atau 

regulasi nasional seperti di Indonesia belum mengatur secara spesifik terkait dengan 

artificial intelligence. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk (1) menganalisis 

kedudukan hasil karya artificial intelligence berdasarkan rezim TRIPs dan (2) 

menganalisis konstruksi pengaturan produk artificial intelligence sebagai hasil 

karya intelektual berdasarkan rezim TRIPs. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, 

dan tersier. Pengolahan data penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hasil karya artificial 

intelligence berdasarkan rezim TRIPs bukanlah sebagai subjek hukum, melainkan 

hanya objek. Namun, kedudukan AI dapat disamakan dengan badan hukum 

dikarenakan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum. Konstruksi 

pengaturan produk artificial intelligence sebagai hasil karya intelektual 

berdasarkan rezim TRIPs diperlukan seiring berkembangnya teknologi dengan 

menggunakan prinsip No Ownership terhadap hasil karya kecerdasan buatan dan 

menjadikannya sebagai milik publik. Upaya tersebut merupakan cara terbaik agar 

pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh kecerdasan buatan yang syarat dengan 

isu komersialisasi tidak berjalan di atas kekosongan hukum.  

 

 

Kata Kunci: Artificial Intelligence; Hak Kekayaan Intelektual; Konstruksi 

Hukum; Perjanjian TRIPs.



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CONSTRUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE PRODUCTS AS A 

INTELLECTUAL WORK BASED ON THE TRIPS REGIME 

 

By 

 

MUHAMMAD FEBRIYAN SAPUTRA 

 

 

 

The Industrial Revolution 5.0 influences the dynamics of society in adapting to 

advanced technology that is integrated with human intelligence such as artificial 

intelligence. The frequent use of AI technology in human life results in legal 

problems. However, neither the TRIPs agreement nor national regulations such as 

in Indonesia specifically regulate artificial intelligence. Therefore, the research 

aims to (1) analyze the position of artificial intelligence works based on the TRIPs 

regime and (2) analyze the regulatory construction of artificial intelligence 

products as intellectual works based on the TRIPs regime. This type of research is 

normative research carried out by examining library materials. The research uses 

a statutory approach. The data used is secondary data consisting of primary, 

secondary and tertiary legal materials. Processing research data uses library study 

techniques. 

The research results show that the position of artificial intelligence work based 

on the TRIPs regime is not as a legal subject, but only as an object. However, AI's 

position can be equated with a legal entity due to its ability to carry out legal 

actions. Construction of artificial intelligence products regulation as intellectual 

work based on the TRIPs regime is very necessary as technology develops by using 

the No Ownership principle of artificial intelligence work results and making them 

public property. This effort is the best way to ensure that violations of intellectual 

property rights by artificial intelligence, which are conditional on 

commercialization issues, do not operate in a legal vacuum.  

 

 

Keywords: Artificial Intelligence; Intellectual Property Rights; Legal 

Construction; TRIPs Agreement.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

Revolusi Industri 5.0 saat ini mendorong produktivitas manusia menjadi 

bergantung pada teknologi. Teknologi yang telah diintegrasikan dengan keahlian 

manusia mengharuskan masyarakat untuk lebih adaptif dan responsif terhadap 

perubahan.1 Dampak perubahan tersebut terlihat dengan digunakannya berbagai 

teknologi canggih dalam mempermudah pekerjaan manusia seperti Robot, Internet 

of Things (IoT), dan Artificial Intelligence (AI).2 Artificial Intelligence (AI) 

merupakan bidang ilmu komputer tertua dan terluas terkait semua aspek yang 

meniru fungsi kognitif dalam pemecahan masalah dan membangun sistem belajar 

serta berpikir seperti manusia.3 Artificial Intelligence dengan cepat diadopsi di 

banyak industri untuk meningkatkan kinerja, presisi, efisiensi waktu serta 

mengurangi biaya.4  

Istilah Artificial Intelligence diciptakan oleh John McCarthy pada Konferensi 

Dartmouth pada pertengahan abad ke-20 dan merupakan cabang eksperimental 

ilmu komputer dengan tujuan untuk menciptakan mesin cerdas yang dapat 

melakukan berbagai tugas melalui kecerdasannya.5 Perkembangan ini membuat 

                                                           
1 Yusnaini dan Slamet, “Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan Dan Peluang Dalam Upaya 

Meningkatkan Literasi Pendidikan,” Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana 

Universitas PGRI Palembang, 10 Maret 2019, https://jurnal.univpgri-

palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2668. 
2 Hendra Fridolin Ananda Sudater Siagian, “Mengenal Revolusi Industri 5.0,” Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia, diakses 23 Oktober 2023, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-

lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html. 
3 Andreas Holzinger dkk., “Causability and Explainability of Artificial Intelligence in Medicine,” 

Wiley Interdisciplinary Reviews. Data Mining and Knowledge Discovery 9, no. 4 (2019): 1–13, 

https://doi.org/10.1002/widm.1312. 
4 Yoav Mintz dan Ronit Brodie, “Introduction to Artificial Intelligence in Medicine,” Minimally 

Invasive Therapy and Allied Technologies 28, no. 2 (2019): 73–81, 

https://doi.org/10.1080/13645706.2019.1575882. 
5 Ashish Yadav dkk., “Artificial Intelligence - New Era,” International Journal of New Technology 

and Research 3, no. 3 (Maret 2017): 263–339. 
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beberapa orang menyatakan bahwa manusia memasuki revolusi industri kelima di 

mana teknologi mengaburkan batas antara bidang fisik, digital,dan  biologis.6 

Salah satu contoh teknologi yang menggunakan artificial intelligence adalah 

penggunaan ChatGPT untuk mencari tahu dan mengerjakan banyak hal. Namun, 

ChatGPT tidak akan dapat berfungsi dengan optimal tanpa dukungan kecerdasan 

manusia dalam memberikan perintah yang tepat. Contoh lainnya adalah 

penggunaan software HRIS dengan teknologi cloud. Teknologi ini dapat 

mengefisiensi pekerjaan Human Resources (HR) dan bahkan di fitur-fitur tertentu 

berorientasi pada kesejahteraan karyawan dengan bantuan manusia.7 

Seringnya penggunaan teknologi AI dalam kehidupan manusia mengakibatkan 

permasalahan hukum dalam hak cipta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif menegaskan bahwa AI dan hak cipta merupakan dua hal yang bertolak 

belakang. Berkembangnya teknologi AI dapat mempermudah kehidupan manusia. 

Sebaliknya, AI mampu mengancam orisinalitas hak cipta dikarenakan adanya karya 

orang lain yang digunakan oleh orang yang bukan menciptakan dan bukan 

pemegang hak cipta.8 

Hak Cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang pada dasarnya hanya 

dapat melindungi produk dari intelek manusia. Hal tersebut tercermin dalam 

definisi dari Intellectual Property itu sendiri. Menurut The Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs) Pasal 1 ayat (2), 

kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada kreator, 

inventor, desainer, dan pencipta terkait dengan hasil kreasi dari pemikiran, seperti 

penemuan baru, karya sastra, karya seni, simbol, nama, dan gambar yang digunakan 

dalam perdagangan. Perjanjian TRIPs sendiri adalah perjanjian yang merupakan 

bagian dari WTO Agreement yang mewajibkan negara-negara anggotanya untuk 

membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing-

masing. Dengan demikian, perjanjian TRIPs tidak melindungi hak kekayaan 

                                                           
6 Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution (New York: Crown Publishing Group, 2017). 
7 Hari Sutra Disemadi, “Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam 

Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021): 177–99, 

https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460. 
8 Kemenparekraf, “Siaran Pers : Pengambil Kebijakan dan Pelaku Eknomi Kreatif didorong 

Antisipasi Cepatnya Perkembangan Artificial Intelligence,” Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, 2023, https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/siaran-pers-pengambil-kebijakan-dan-

pelaku-ekonomikreatif-didorong-antisipasi-cepatnya-perkembangan-artificial-intelligence/. 
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intelektual secara internasional, tetapi mendorong negara-negara anggotanya untuk 

membuat aturan-aturan mengenai hak kekayaan intelektual di tingkat nasional. 

 Menurut Black’s Law Dictionary, kekayaan intelektual merupakan “A category 

of intangible rights protecting commercially valuable products of the human 

intellect” atau seperangkat hak yang melindungi produk dari intelek manusia. 

Sementara itu, the World Intellectual Property Organization (WIPO) 

mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai “creations of the mind.” Sehingga, 

esensi dari kekayaan intelektual itu sendiri merupakan produk yang merupakan 

hasil olah pikir manusia; bukan hewan, mesin, atau lain sebagainya. Undang-

Undang Hak Cipta juga tidak memuat adanya pengaturan terkait suatu program dan 

algoritma komputer yang dikategorikan sebagai subjek dan menciptakan suatu 

karya untuk dilindungi oleh hukum.9 

Pentingnya hukum dalam melindungi suatu hasil karya intelektual di era 

teknologi saat ini, khususnya terhadap hasil karya intelektual Artificial Intelligence 

diperlukan. Oleh karena itu, Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Konstruksi Pengaturan Produk Artificial Intelligence sebagai Hasil Karya 

Intelektual Berdasarkan Rezim TRIPs” 

 

B. Masalah dan Ruang Lingkup  

1. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah kedudukan hasil karya artificial intelligence berdasarkan rezim 

TRIPs?  

b. Bagaimanakah konstruksi pengaturan produk artificial intelligence sebagai 

hasil karya intelektual berdasarkan rezim TRIPs? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian tesis ini memiliki ruang lingkup terkait hukum kekayaan intelektual 

khususnya hak cipta. Secara umum, tesis ini membahas hukum kekayaan 

intelektual dan hak cipta. Secara khusus, penelitian tesis akan membahas penerapan 

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

                                                           
9 Qur’ani Dewi Kusumawardani, “Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan 

Buatan,” Jurnal Veritas et Justitia 15, no. 1 (2019): 166–90, https://doi.org/10.25123/vej.v5i1.3270. 
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(Perjanjian TRIPs) dalam melindungi hak cipta dari hasil karya intelektual artificial 

intelligence. Selain itu, penelitian tesis akan mengkaji konstruksi pengaturan 

produk artificial intelligence sebagai hasil karya intelektual berdasarkan rezim 

TRIPs. Sedangkan objek dari penelitian tesis adalah perlindungan hasil karya 

intelektual artificial intelligence berdasarkan rezim TRIPs. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hasil karya artificial intelligence 

berdasarkan rezim TRIPs. 

b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis konstruksi pengaturan produk 

artificial intelligence sebagai hasil karya intelektual berdasarkan rezim TRIPs. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian tesis dapat digunakan sebagai bahan acuan perkembangan hukum 

kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hak cipta, mengingat semakin 

canggihnya teknologi yang bersaing dengan kecerdasan manusia. Pada aspek 

hukum internasional, penelitian memberikan manfaat dengan menguraikan teori 

permasalahan hukum yang berkaitan dengan dampak hasil karya intelektual 

artificial intelligence berdasarkan rezim TRIPs. Penelitian akan mengkaji 

kedudukan dan konstruksi hukum hasil karya intelektual artificial intelligence 

berdasarkan perspektif hukum dan sosial. Pada aspek hukum tata negara, penelitian 

memberikan uraian terkait penerapan sebuah regulasi internasional di Indonesia, 

sehingga menjadi kajian adanya transisi dari regulasi tingkat internasional, menjadi 

perundang-undangan pada tingkat nasional. 

 

b. Secara Praktis 

1) Bagi Pemerintah 

1) Penelitian dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan kajian mengenai 

konstruksi hukum hasil karya intelektual artificial intelligence berdasarkan 

perjanjian TRIPs.  
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2) Penelitian dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan kajian dalam 

menetapkan kebijakan berkaitan dengan kedudukan hasil karya intelektual 

artificial intelligence berdasarkan perjanjian TRIPs.  

3) Penelitian dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan kajian konstruksi 

hukum hasil karya intelektual dalam penggunaan artificial intelligence oleh 

masyarakat. 

 

2) Bagi Perusahaan 

Penelitian dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui aspek hukum 

dari kedudukan hasil karya intelektual artificial intelligence. Penelitian akan 

memberikan uraian ilmiah mengenai konstruksi pengaturan produk artificial 

intelligence sebagai hasil karya intelektual berdasarkan rezim TRIPs. Perusahaan 

akan memahami kedudukan hasil karya intelektual artificial intelligence yang 

dihasilkan dan/atau digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, penelitian dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan kajian bagi perusahaan dalam penggunaan karya 

intelektual dari artificial intelligence. 

 

3) Bagi Masyarakat 

Penelitian dapat digunakan oleh masyarakat sebagai wawasan mengenai aspek 

hukum terkait dengan kedudukan hasil karya intelektual artificial intelligence 

berdasarkan rezim TRIPs. Penelitian juga memberikan uraian kepada masyarakat 

mengenai konstruksi pengaturan produk artificial intelligence sebagai hasil karya 

intelektual berdasarkan rezim TRIPs. 

 

D. Kerangka Pemikiran  

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis berisi tentang teori-teori hukum dalam suatu asas hukum yang 

relevan digunakan dalam membahas dan menganalisis suatu masalah hukum pada 

penelitian. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Teori Subjek Hukum 

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan 

kewajiban. Adanya hukum maka semua perbuatan yang dilakukan subjek hukum 
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dapat diatur dan dilindungi hak dan kewajibannya. Jenis subjek hukum dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu orang dan badan hukum.10 

Orang merupakan subjek hukum yang sejak dilahirkan hingga meninggal dunia, 

bahkan saat masih dalam kandungan ibunya sudah bisa dianggap sebagai pembawa 

hak (dianggap telah lahir), apabila kepentingannya diperlukan (untuk menjadi ahli 

waris). Selain orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, badan hukum juga 

merupakan subjek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan 

perbuatan-perbuatan hukum seperti orang11.  

Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, memiliki, kepunyaan, 

kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh 

Undang-Undang, aturan, dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu 

atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Adapun kewajiban adalah 

sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). 

Jenis-jenis hak atas subjek hukum meliputi:12 

1) Hak legal dan Hak Moral, hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum, 

dan hak moral adalah hak yang didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. 

2) Hak Khusus dan Hak Umum, hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus 

antara beberapa orang karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap 

orang lainnya, dan hak umum dimiliki orang bukan karena hubungan atau 

fungsi tertentu. 

3) Hak Individual dan Hak Sosial, hak individual adalah hak yang dimiliki 

individu-individu terhadap Negara. Sedangkan hak sosial merupakan hak yang 

dimiliki anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain, bukan 

hanya hak kepentingan terhadap Negara saja.  

Subjek hukum memiliki kewajiban untuk patuh pada peraturan dan norma 

terkait hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, serta bertujuan untuk 

                                                           
10 Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, “Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara 

Umu (Literature Review Etika),” Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, no. 6 (24 Juli 2021): 768–89, 

https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622. 
11 Ahmad Badrut Tamam, “Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics 1, no. 2 (2018): 

107–17. 
12 Bonaraja Purba dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta 

Musik,” Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 2 (14 Juni 2023): 10998–13, 

https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1687. 
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penertiban dan upaya agar terwujudnya cita-cita dari hukum sehingga memberikan 

suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan di kehidupan bermasyarakat. Subjek 

hukum juga berkewajiban untuk menghormati dan menghargai setiap hak-hak 

subjek hukum lainnya. Sehingga hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak 

dapat dipisahkan, namun terjadi pertentangan apabila hak dan kewajiban tidak 

seimbang.13 

 

b. Teori Kepemilikan 

Konsep kepemilikan Kekayaan Intelektual lahir dari pemikiran John Locke, 

filsuf Inggris abad ke-16 tentang pemikiran hak milik. Menurut Locke, hak milik 

adalah satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia lahir 

“tabula rasa” artinya   dalam   keadaan   bebas   dan   setara   di   bawah   hukum   

kodrat.   Hukum   kodrat melarang siapapun merusak, menghilangkan kehidupan, 

kebebasan, serta hak milik. Ketiga hal tersebut menurut Locke tidak dapat 

dilepaskan dari diri manusia karena datangnya dari Yang Maha Kuasa. Setiap 

manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya dan tidak ada seorang pun 

memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil 

kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca inderanya. Artinya setiap orang 

secara alamiah mempunyai hak untuk memiliki segala potensi yang melekat pada 

diri pribadinya dan seluruh kerja yang dihasilkannya.14  

Teori Locke tentang hak milik atas benda tersebut selaras dengan masyarakat 

Barat yang individualis, hal inilah yang mendasari munculnya konsepsi tentang 

Kekayaan Intelektual. Tumbuhnya konsepsi hak milik atas karya-karya intelektual 

pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau 

mempertahankannya dari manusia lainnya. Pada gilirannya, kebutuhan ini 

melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas karya-karya intelektual tadi. Inilah 

perjalanan kekayaan intelektual masuk dalam suatu sistem hukum.15 

                                                           
13 Jeane Neltje Saly, “Perkembangan Subjek Hukum Dan Kedudukan Hukum Humaniter 

Internasional Dalam Sistem Hukum Nasional,” terAs Law Review : Jurnal Hukum Humaniter dan 

HAM 1, no. 1 (2019): 127–44, https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.6098. 
14 Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual 

Melalui Mekanisme ‘Cross Border Measure,’” Jurnal Ilmiah Ilmu hukum Qistie 11, no. 1 (2018): 

92. 
15 Abdul Latif Mahfuz, “Problematik Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia,” 

Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 50–51. 
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John Locke mengajarkan konsep kepemilikan (property) kaitannya dengan hak 

asasi manusia dengan pernyataannya “Life, Liberty, Property.” Locke mengatakan 

bahwa milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada 

sejak manusia itu lahir. Benda dalam pengertian di sini tidak hanya benda yang 

berwujud, tetapi juga yang abstrak, yang disebut dengan hak milik benda tak 

berwujud, yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.16 

Secara umum hak kekayaan intelektual (HKI) dapat dipahami sebagai hak yang 

dimiliki seorang individu atas hasil karya intelektualnya termasuk untuk menikmati 

konsekuensi secara materiil dan/atau non materiil atas karya tersebut. Dengan 

demikian, HKI mencegah pihak lain untuk menikmati keuntungan secara tanpa 

hak.17 Hak kepemilikan atas HKI dapat dimiliki oleh orang perorangan maupun 

badan hukum dilihat dari siapa yang menghasilkan karya dari HKI tersebut. HKI 

yang dimiliki oleh orang perorangan secara otomatis menjadi harta kekayaan 

pribadi dari orang yang namanya tercantum dalam sertifikat HKI yang 

bersangkutan.18  

Hak milik intelektual dapat dibagi atas hak cipta, paten, merek desain industri, 

rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan 

anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pada abad kuno dan pertengahan 

(Altertum dan Mittelalter) hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun 

banyak karya cipta yang telah dihasilkan oleh manusia pada waktu itu. Karya cipta 

dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan 

perundang-undangan (Gezetz). Karena mereka beranggapan, bahwa hak cipta tidak 

memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti rumah, tanah atau 

benda lainnya. Corpus Juris yang menyadari kehadiran hak milik intelektual berupa 

ciptaaan dalam bentuk tulisan atau lukisan diatas kertas. Namun, pandangan itu 

belum sampai kepada pembedaan antara benda nyata (Materielle Eigentum) dengan 

benda tak nyata (Immaterielles Eigentum) yang merupakan produk kreasi 

                                                           
16 Yulia Nizwana, “Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Perspektif Teori Hak Milik,” 

JUDAKUM: Jurnal Dedikasi Hukum 1, no. 2 (31 Desember 2022): 86–101. 
17 Indriani Wauran dan Wicaksono, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar 

Perlindungan HKI di Indonesia,” Jurnal Refleksi Hukum 9, no. 2 (2015): 34. 
18 Irma Sylviyani Herdian, “Sengketa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta 

Bersama Dalam Kasus Perceraian,” Aktualita : Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020): 398–415, 

https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.6038. 
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intelektualitas manusia. Istilah Immaterielles Eigentum inilah yang sekarang 

disebut dengan hak milik intelektual (HAMI) atau hak atas kekayaan intelektual 

(HAKI) atau Kekayaan intelektual (KI) yang merupakan terjemahan dari kata asing 

“ Geistiges Eigentum” atau “Intellectual Property Right”. 19 

 

c. Teori Kekayaan Intelektual 

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat “HKI” adalah padanan kata yang 

biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul 

bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna 

untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis 

hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-

karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.20 

Menurut World Trade Organization (WTO), Hak kekayaan intelektual adalah 

hak yang diberikan kepada orang atas kreasi pikiran mereka. WTO biasanya 

memberi pencipta hak eksklusif atas penggunaan ciptaannya untuk jangka waktu 

tertentu.21 Hak Kekayaan Intelektual tidak berbeda dengan hak milik lainnya. 

Pemilik hak dimungkinkan untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari produk 

yang pada awalnya merupakan gagasan yang dikembangkan dan dikristalisasi. 

Mereka juga akan mendapatkan hak untuk mencegah orang lain menggunakan, 

berurusan, atau merusak produknya tanpa izin sebelumnya. Pemilik dapat menuntut 

secara hukum dan memaksa untuk menghentikan dan memberikan kompensasi atas 

segala kerugian.22 

Oleh karena itu, untuk menikmati objek yang dilindungi oleh HKI dibutuhkan 

suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian lisensi. Terdapat beberapa jenis 

perjanjian lisensi yaitu perjanjian lisensi yang memberikan seluruh hak eksklusif 

                                                           
19 Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan 

KI) (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 11-12. 
20 Direktorat Penelitian Universitas Gajah Mada, “Pengertian HKI,” HKI UGM, diakses 9 

November 2023, https://penelitian.ugm.ac.id/pengertian-hki/. 
21 WTO, “TRIPS - What are Intellectual Property Rights?,” WTO, diakses 9 November 2023, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm. 
22 Dubai Customs, “What is IPR,” Government of Dubai, diakses 9 November 2023, 

https://www.dubaicustoms.gov.ae/en/IPR/Pages/WhatIsIPR.aspx. 
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kepada penerima lisensi dan perjanjian lisensi yang memberikan hanya sebagian 

hak eksklusif seperti lisensi untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.23 

Teori Kekayaan Intelektual menurut pandangan John Locke, mengatakan 

bahwa hak yang dimiliki oleh seorang manusia baik yang berwujud dan yang tidak 

berwujud, namun merupakan suatu hasil dari intelektualitasnya maka secara 

otomatis akan menjadi miliknya, misal dalam hal suatu Hak Cipta dan Hak Paten.24 

Hak Kekayaan Intelektual tersebut memiliki perlindungan yang diberikan oleh 

Negara atas ciptaannya dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan Hak 

kekayaan intelektual oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung 

jawab.25 Oleh karenanya Robert M. Sherwood memperkenalkan suatu bentuk 

hukum terhadap Kekayaan Intelektual, teori-teori perlindungan tersebut yaitu:  

1) Teori Penghargaan (Reward Theory) 

Teori ini memiliki makna berupa sebuah pengakuan terhadap suatu karya 

intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga terhadap penemuan 

tersebut harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas sebuah upaya 

kreativitasnya dalam menciptakan maupun menemukan sebuah karya intelektual.26 

2) Teori Insentif (Incentive Theory) 

Sejalan dengan teori penghargaan (reward theory) yang menghubungan antara 

pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada penemu tersebut.27 

Teori ini pemberian insentif diperlukan sebagai suatu upaya untuk terpacunya 

kegiatan-kegiatan dalam pengembangan kreativitas penemuan dan semangat dalam 

menghasilkan suatu karya intelektual lainnya. 

3) Teori Resiko (Risk Theory) 

Teori ini menyatakan bahwa suatu kekayaan intelektual merupakan sebuah hasil 

dari suatu penelitian yang memiliki resiko yang dapat memungkinkan pihak lain 

                                                           
23 Dani Amran Hakim, “Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum 

Persaingan Usaha,” Fiat Justisia 9, no. 4 (2015): 421. 
24 Ahmad M. Ramli dkk., “Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi 

Informasi di Saat Covid-19,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 21, no. 1 (2021): 45–58, 

https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.45-58. 
25 Rida Ista Sitepu, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi 

Di Aplikasi Telegram,” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 4, no. 1 (29 April 

2022): 27–35, https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.92. 
26 Yurida Zakky Umami dan Kholis Rosiah, “Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor 

Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati,” Law Reform 11, no. 1 (2015): 113–

22. 
27 Ibid. 
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yang terlebih dahulu menemukan cara atau memperbaikinya sehingga dengan 

demikian patut untuk diberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap suatu 

upaya atau kegiatan yang mengandung resiko ataupun kerugian.28 

4) Teori Pemulihan (Recovery Theory) 

Teori ini memiliki pandangan bahwa pencipta, inventor, atau desainer yang 

telah mengorbankan biaya, waktu, dan tenaga dalam menciptakan atau menemukan 

suatu karya intelektualnya maka wajib mendapatkan kembali apa yang sudah 

dirinya keluarkan.29 

5) Teori Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth Stimulus 

Theory) 

Teori ini mengakui bahwa suatu perlindungan atas kekayaan intelektual 

merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi. Sehingga, dasar dari teori ini 

adalah kekayaan intelektual di mana pengembangan ekonomi merupakan 

keseluruhan dibangunnya sebuah sistem perlindungan hukum terhadap kekayaan 

intelektual yang efektif. Teori ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai dasar 

perlindungan kekayaan intelektual terutama dalam menghadapi era perdagangan 

bebas (free trade).30 

 

2. Kerangka Konseptual 

a. Konstruksi Hukum 

Konstruksi Hukum adalah upaya penemuan hukum yang diakibatkan oleh 

adanya kekosongan peraturan perundang-undangan melalui asas-asas dan sendi-

sendi hukum.31 Konstruksi Hukum terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:32  

1) Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada 

dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dengan ketentuan 

                                                           
28 Mahardhita dan Sukro, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme 

‘Cross Border Measure.’” 
29 M. Fahmi Rois dan Kholis Roisah, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Kerajinan 

Kuningan Tumang,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 20, no. 3 (2018): 407. 
30 M. Fahmi Rois dan Kholis Roisah, Ibid. 
31 Yetniwati, Taufik Yahya, dan Pahlefi, “Legal Constructions of Apprenticeship for Notary  

Candidates  in  the  Framework  of  Rechtsidee,” Jambe   Law   Journal 4, no. 1 (2021): 93–110, 

https://doi.org/10.22437/jlj.4.1.93-110; Wayan Supria Hadi Putra dan I. Gede Agus Kurniawan, 

“Konstruksi Hukum Hak Cipta Bagi Lagu Nasional:,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan 

Ketatanegaraan 12, no. 1 (2023): 1–17, https://doi.org/10.24252/ad.vi.36744. 
32 Enju Juanda, “Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 

4, no. 2 (2017): 168–80, https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322. 
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hukum tersebut tadi, tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk 

hukum) lain. 

2) Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum 

secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan 

hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah-olah tidak ada pihak 

yang disalahkan. 

3) Argumentum a contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang 

sebaliknya. 

Pentingnya konstruksi hukum yang tidak terpaku pada legal-formal dan 

mengarah pada pembangunan konstruksi hukum yang sesuai dengan kesadaran 

sosial masyarakat sehingga hukum mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat 

atau terciptanya kesadaran hukum yang substantif.33 

 

b. Hasil Karya Intelektual 

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan sesuatu yang dihasilkan dari daya pikir 

seseorang, diekspresikan lalu dituangkan menjadi produk berupa teknologi, ilmu 

pengetahuan, sastra dan seni budaya.34 Kekayaan intelektual mengacu pada ciptaan 

pikiran: penemuan; karya sastra dan artistik; dan simbol, nama dan gambar yang 

digunakan dalam perdagangan. WIPO membagi kekayaan intelektual menjadi dua 

kategori:35 

1) Properti Industri termasuk paten untuk penemuan, merek dagang, desain 

industri dan indikasi geografis. Properti industri dapat dibagi menjadi dua area 

utama:36 

a) Satu area dapat dikarakteristikkan sebagai perlindungan merek-merek 

khusus, khususnya merek dagang (yang membedakan barang atau jasa dari 

satu pelaku usaha dengan usaha-usaha lainnya) dan indikasi geografis 

(mengidentifikasi barang yang berasal dari tempat di mana karakteristik 

                                                           
33 Ilham Yuli Isdiyanto, “Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial,” 

Jurnal Hukum Novelty 9, no. 1 (2018): 54–69, https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035. 
34 Lily Karuna Dewi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, “Perlindungan Produk-Produk Berpotensi 

Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis,” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 7, no. 

3 (17 Januari 2019): 1–17, https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i03.p02. 
35 WIPO, “What Is Intellectual Property?,” 2020, 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf. 
36 “TRIPS - What are Intellectual Property Rights?” 
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disebabkan oleh asal geografisnya). Perlindungan terhadap merek-merek 

khusus tersebut bertujuan untuk merangsang dan memastikan persaingan 

yang adil dan melindungi konsumen, dengan memungkinkan mereka 

membuat pilihan berdasarkan informasi antara berbagai barang dan jasa. 

Perlindungan dapat bertahan tanpa batas waktu, asalkan merek yang masuk 

tetap berbeda. 

b) Jenis properti industri lainnya dilindungi terutama untuk merangsang 

inovasi, desain, dan penciptaan teknologi. Dalam kategori ini termasuk 

penemuan (dilindungi oleh paten), desain industri dan rahasia dagang. 

2) Hak cipta mencakup sastra karya-karya (seperti novel, puisi dan drama), film, 

musik, karya seni (misalnya gambar, lukisan, foto dan patung) dan desain 

arsitektur. Hak yang terkait dengan hak cipta termasuk kinerja artis dalam 

penampilannya, produsen rekaman suara dalam rekamannya, serta penyiar di 

radio dan program televisi.37 

Hak-hak penulis karya sastra dan artistik (seperti buku dan tulisan lain, 

komposisi musik, lukisan, patung, program komputer, dan film) dilindungi oleh hak 

cipta, untuk jangka waktu minimum 50 tahun setelah kematian penulis.38 Hak-hak 

yang juga dilindungi melalui hak cipta dan hak terkait adalah hak-hak para 

penampil (misalnya aktor, penyanyi, dan musisi), produser rekaman suara (rekaman 

suara), dan organisasi penyiaran. Tujuan sosial utama perlindungan hak cipta dan 

hak terkait adalah untuk mendorong dan menghargai karya kreatif.39 

 

c. Artificial Intelligence 

Artificial Intelligence (AI)  merupakan studi tentang pengembangan komputer 

yang dapat melakukan tugas-tugas cerdas yang dilakukan oleh manusia.40 AI 

menggunakan komputer untuk mensimulasikan perilaku cerdas manusia dan 

melatih komputer untuk mempelajari perilaku manusia seperti pembelajaran, 

                                                           
37 “What Is Intellectual Property?” 
38 “TRIPS - What are Intellectual Property Rights?” 
39 Ibid. 
40 B. Huang dkk., “Automated Trading Systems Statistical And Machine Learningmethods And 

Hardware Implementation: A Survey,” Enterprise Inf. Syst. 13, no. 1 (2019): 132–44. 
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penilaian, dan pengambilan keputusan.41 Perkembangan AI telah membawa 

manfaat ekonomi yang besar bagi manusia dan seluruh aspek kehidupan, bahkan 

mendorong pembangunan sosial ke era baru.42 

AI adalah kompilasi ilmu komputer, logika, biologi, psikologi, filsafat, dan 

banyak disiplin ilmu lainnya, yang menghasilkan berbagai aplikasi seperti 

pengenalan suara, pemrosesan gambar, pemrosesan bahasa alami, pembuktian 

teorema otomatis, dan robot cerdas.43 AI memiliki peran penting dalam 

pembangunan sosial yang memberikan hasil revolusioner untuk meningkatkan 

efisiensi tenaga kerja, mengurangi biaya tenaga kerja, mengoptimalkan struktur 

sumber daya manusia, dan menciptakan tuntutan pekerjaan baru.44 

 

d. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(Perjanjian TRIPs) 

Perjanjian TRIPs yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 hingga saat 

ini merupakan perjanjian multilateral mengenai kekayaan intelektual yang paling 

komprehensif.  Perjanjian TRIPs mencakup berbagai bidang kekayaan intelektual 

yang meliputi hak cipta dan hak terkait (yaitu hak artis, produser rekaman suara, 

dan organisasi penyiaran); merek dagang termasuk merek layanan; indikasi 

geografis termasuk sebutan asal; desain industri; paten termasuk perlindungan 

varietas tanaman baru; desain tata letak sirkuit terpadu; dan informasi yang 

dirahasiakan termasuk rahasia dagang dan data pengujian. Perjanjian ini 

mengandung tiga hal pokok yaitu:45 

1) Standards: Perjanjian ini menetapkan standar perlindungan minimum yang 

harus diberikan oleh setiap Anggota terkait dengan masing-masing bidang 

utama kekayaan intelektual yang tercakup dalam Perjanjian TRIPs. 

Perlindungan masing-masing elemen utama didefinisikan, yaitu pokok 

                                                           
41 L. D. Xu, Y. Lu, dan L. Li, “Embedding Blockchain Technology into IoT for Security: a Survey,” 

IEEE Internet Things J Early Access, 2021, https://doi.org/10.1109/ JIOT.2021.3060508. 
42 Y. Lu dan L.D. Xu, “Internet of Things (IoT) Cybersecurity Research: A Review of Current 

Research Topics,” IEEE Internet Things J. 6, no. 2 (2018): 2103–15. 
43 Caiming Zhang dan Yang Lu, “Study on Artificial Intelligence: The State of the Art and Future 

Prospects,” Journal of Industrial Information Integration 23 (2021): 1–9, 

https://doi.org/10.1016/j.jii.2021.100224. 
44 N. Duan dkk., “Classification of Multichannel Surfaceelectromyography Signals based on 

Convolutional Neural Networks,” J. Industr. Integr. Manag. 15 (2019): 201–6. 
45 WTO, “Intellectual Property - Overview of TRIPS Agreement,” WTO, diakses 8 November 2023, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel2_e.htm. 
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permasalahan yang akan dilindungi, hak-hak yang akan diberikan dan 

pengecualian yang diperbolehkan terhadap hak-hak tersebut, dan jangka waktu 

minimum perlindungan. Perjanjian ini menetapkan standar-standar ini dengan 

mensyaratkan: 

1) Pertama, bahwa kewajiban substantif dari konvensi utama WIPO, Paris 

Convention untuk Perlindungan Kekayaan Industri (Konvensi Paris) dan 

Berne Convention untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (Konvensi 

Bern) dalam versi terbarunya, harus dipatuhi. Dengan pengecualian 

ketentuan Konvensi Bern mengenai hak moral, semua ketentuan substantif 

utama dari konvensi ini dimasukkan sebagai referensi dan dengan demikian 

menjadi kewajiban berdasarkan Perjanjian TRIPs antara negara-negara 

Anggota TRIPs. Ketentuan terkait dapat ditemukan dalam Pasal 2.1 dan 9.1 

Perjanjian TRIPs, yang masing-masing berkaitan dengan Konvensi Paris 

dan Konvensi Bern. 

2) Kedua, Perjanjian TRIPs menambahkan sejumlah besar kewajiban 

tambahan mengenai hal-hal yang tidak dipenuhi atau dianggap tidak 

memadai oleh konvensi-konvensi yang sudah ada sebelumnya. Perjanjian 

TRIPS terkadang disebut sebagai perjanjian Bern dan Paris-plus. 

2) Enforcement: Ketentuan utama kedua berkaitan dengan prosedur domestik dan 

upaya hukum untuk penegakan hak kekayaan intelektual. Perjanjian ini 

menetapkan prinsip-prinsip umum tertentu yang berlaku untuk semua prosedur 

penegakan HKI. Selain itu, memuat ketentuan mengenai prosedur dan upaya 

hukum perdata dan administratif, tindakan sementara, persyaratan khusus 

terkait dengan tindakan perbatasan dan acara pidana secara rinci, prosedur dan 

upaya hukum yang harus tersedia agar pemegang hak dapat melakukan tindakan 

tersebut dan menegakkan hak-haknya secara efektif. 

3) Dispute settlement: Perjanjian tersebut membuat perselisihan antar Anggota 

WTO mengenai penghormatan terhadap kewajiban TRIPs tunduk pada 

prosedur penyelesaian perselisihan WTO. 

Selain itu, Perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip dasar tertentu, seperti 

perlakuan nasional dan negara yang paling disukai (most-favored-nation), serta 

beberapa aturan umum untuk memastikan bahwa prosedural dalam memperoleh 
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atau mempertahankan HKI tidak menghilangkan manfaat substantif yang diperoleh 

dari Perjanjian ini. Kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini akan berlaku 

sama bagi semua negara Anggota, namun negara-negara berkembang akan 

memiliki waktu yang lebih lama untuk menerapkannya secara bertahap. Pengaturan 

transisi khusus berlaku dalam situasi di mana negara berkembang saat ini tidak 

memberikan perlindungan paten produk di bidang farmasi. Perjanjian TRIPs adalah 

perjanjian standar minimum, yang memungkinkan Anggota untuk memberikan 

perlindungan kekayaan intelektual yang lebih luas. Anggota bebas menentukan 

metode yang tepat untuk menerapkan ketentuan Perjanjian ini dalam sistem dan 

praktik hukumnya. 46 

 

3. Bagan Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Ibid. 

TRIPs Pasal 2: 

“Subjek hak kekayaan intelektual adalah hasil karya ciptaan 

manusia berupa hasil karya sastra, seni, atau ilmu 

pengetahuan.” 

Revolusi Industri 5.0 mempengaruhi dinamika masyarakat 

untuk beradaptasi dengan teknologi canggih yang terintegrasi 

oleh kecerdasan manusia seperti artificial intelligence. 

Das Sollen Das Sein 

Ketentuan 

TRIPs terkait 

HKI 

Progresif 

Kajian Penelitian: 

a. Kedudukan hasil karya artificial intelligence berdasarkan 

rezim TRIPs; 

b. Konstruksi pengaturan produk artificial intelligence sebagai 

hasil karya intelektual berdasarkan rezim TRIPs. 

Ketentuan 

TRIPs terkait 

AI 

Belum Jelas 
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Berdasarkan alur pikir tersebut, The Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (Perjanjian TRIPs) mengatur bahwa subjek hak 

kekayaan intelektual adalah hasil karya ciptaan manusia berupa hasil karya sastra, 

seni, atau ilmu pengetahuan. Namun disisi lain, revolusi industri 5.0 mempengaruhi 

dinamika masyarakat untuk beradaptasi dengan teknologi canggih yang terintegrasi 

oleh kecerdasan manusia seperti artificial intelligence (AI). Hal ini mendorong 

timbulnya permasalahan di mana ketentuan TRIPs terkait dengan AI masih belum 

jelas, sedangkan ketentuan TRIPs terkait dengan perlindungan hak kekayaan 

intelektual harus progresif (mengikuti zaman atau kondisi yang berlaku). Oleh 

karena itu timbul dua kajian penelitian yaitu terkait dengan: 

a. Kedudukan hasil karya artificial intelligence berdasarkan rezim TRIPs; 

b. Konstruksi pengaturan produk artificial intelligence sebagai hasil karya 

intelektual berdasarkan rezim TRIPs. 

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penyusunan tesis yang berjudul “Konstruksi Pengaturan Produk Artificial 

Intelligence sebagai Hasil Karya Intelektual Berdasarkan Rezim TRIPs” dilakukan 

dengan metode yang diharapkan menciptakan hasil penelitian tersusun dan terarah 

secara sistematis. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang menurut 

Soerjono Soekanto, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti berupa mengadakan penelusuran 

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.47 Penelitian normatif sering kali disebut dengan 

penelitian doktrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-

undangan dan bahan pustaka.48 

Hal paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana 

seorang peneliti menyusun, merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan 

tajam dan bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-

                                                           
47 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13-14. 
48 Soedjono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 

56. 
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langkahnya serta bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun 

teorinya.49 Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan 

berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder, menelaah hal yang bersifat teoritis 

terkait asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan 

sistem hukum.50 Fokus penelitian ini adalah hukum positif, di mana hukum positif 

adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu 

aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh 

penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma yang tidak 

tertulis secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.51 

 

2. Pendekatan Masalah 

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua 

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang 

sedang ditangani.52 Pendekatan ini dilakukan dengan cara menginventaris bahan-

bahan hukum, kemudian meneliti dan mengkaji seluruh bahan pustaka atau data 

sekunder berupa peraturan internasional dan nasional lalu melakukan analisis 

pribadi mengenai permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. 

 

3. Sumber Data, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data  

a. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

merupakan hasil telaah data primer dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer 

atau oleh pihak lain.53 Adapun bahan-bahan data sekunder yang digunakan dalam 

tesis adalah sebagai berikut: 

1) Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan terkait dengan hasil karya 

artificial Intelligence dan hak kekayaan intelektual; 

                                                           
49 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 80. 
50 Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), hlm. 13. 
51 Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, Strategi Penulisan Hukum (Bandung: CV Lubuk 

Agung, 2011), hlm. 43. 
52 Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), hlm. 13. 
53 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Tesis dan Tesis Bisnis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005), hlm. 42. 
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2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari beberapa buku, tesis, artikel, jurnal, 

surat kabar, internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana 

hukum uang dapat mendukung dalam pemecahan masalah yang diteliti dalam 

penelitian ini; 

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus 

dan ensiklopedia serta bahan-bahan lainnya yang menunjang data penelitian.  

 

b. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang akan diolah dalam penulisan tesis ini adalah 

menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan berbagai 

ketentuan perundang-undangan, dokumentasi, literatur, serta mengakses internet 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup hukum internasional maupun 

lingkup hukum nasional.54 

 

c. Metode Pengolahan Data  

Tahapan pengelolaan data yang telah dikumpulkan dalam penulisan tesis ini 

meliputi tahapan sebagai berikut:55 

1) Menerjemahkan data, apabila data tersebut menggunakan bahasa asing agar 

mengetahui apakah data tersebut sesuai dengan keperluan penelitian dan agar 

mempermudah menganalisisnya; 

2) Identifikasi data atau seleksi data yaitu mencari data yang diperoleh untuk 

disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah 

peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dan 

sesuai dengan keperluan penelitian; 

3) Klasifikasi data yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau 

dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif; 

4) Penyusunan data atau sistematika data yaitu menyusun data menurut 

sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan 

peneliti dalam menginterpretasikan data.  

                                                           
54 Soekanto dan Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), hlm. 41. 
55 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 

hlm. 122. 
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4. Analisis Data  

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif yaitu 

memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau 

menguraikan data hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, 

teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif yang bertujuan untuk 

memudahkan interpretasi data dan analisis,56 serta kemudian ditariklah beberapa 

kesimpulan sebagai jawaban dari  masalah yang diangkat dalam penulisan ini. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Kerangka yang sistematis dibutuhkan untuk memudahkan penyusunan dan 

pengembangan dalam penulisan tesis ini. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 

4 (empat) bab yang dikategorikan sebagai berikut:  

I. Pendahuluan  

Bab ini merupakan gambaran umum dari isi tesis yang akan dibahas secara 

keseluruhan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mempelajari isi 

tesis. Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian, ruang lingkup, 

tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. 

 

II. Tinjauan Pustaka  

Bab ini menjelaskan pengertian umum mengenai pokok-pokok dalam tesis. 

Selain itu, bab ini berperan sebagai landasan teori agar dapat memudahkan pembaca 

memahami hasil penelitian dan analisis data tesis di bab III.    

 

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pada bab ini akan dipaparkan hasil dari penelitian dan analisis data dalam 

memecahkan permasalahan tesis.  

 

IV. Penutup  

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari tesis 

ini. Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban permasalahan yang timbul 

dalam penelitian tesis. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran terkait 

penelitian diberikan sebagai masukan dari hasil yang telah diteliti dalam tesis ini. 

                                                           
56 Ibid., hlm. 197. 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Landasan Teoritis Konstruksi Hukum 

Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-

undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) 

bentuk yaitu:57   

1. Konstruksi Analogi (Argumentum per Analogiam) 

Analogi adalah proses konstruksi yang dilakukan dengan cara mencari rasio 

legis (genus) dari suatu undang-undang dan kemudian menerapkannya kepada hal-

hal lain yang sebenarnya tidak diatur oleh undang-undang itu. Dalam analogi, 

hakim memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan suatu peraturan 

perundang-undangan yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan 

perkara yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan unsur dengan 

perkara atau fakta-fakta yang dapat diselesaikan langsung oleh peraturan 

perundang-undangan yang sudah ada. Berdasarkan anggapan itulah hakim 

kemudian memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada 

perkara yang sedang dihadapinya. Dengan kata lain, penerapan suatu ketentuan 

hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara 

eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tadi, tetapi penampilan atau bentuk 

perwujudannya (bentuk hukum) lain.58 

Penerapan hukum dengan analogi hanya dapat dilakukan dalam kasus- kasus 

hukum perdata. Hukum pidana tidak mengenal analogi karena hal demikian 

bertentangan dengan asas pokok hukum pidana yaitu “tiada pidana tanpa ketentuan 

                                                           
57 Enju Juanda, “Penalaran Hukum (Legal Reasoning),” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 5, no. 1 (2017): 

157–67, https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316. 
58 Enju Juanda, “Konstruksi Hukum Dan Metode Interpretasi Hukum”, Loc. Cit. 
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perundang-undangan yang menetapkannya terlebih dahulu” (Nullum Crimen Sine 

Lege).59 

  

2. Konstruksi Penghalusan Hukum (Rechtsverfijning) 

Seorang ahli hukum beranggapan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, 

peraturan perundang-undangan yang ada dan yang seharusnya digunakan untuk 

menyelesaikan perkara, ternyata tidak dapat digunakan. Penghalusan hukum 

dilakukan apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan 

mengakibatkan ketidakadilan sehingga ketentuan hukum tertulis itu sebaiknya tidak 

diterapkan atau diterapkan secara lain apabila hendak dicapai keadilan. Jenis 

konstruksi ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari konstruksi analogi, 

sebab bila di satu pihak analogi memperluas lingkup berlaku suatu peraturan 

perundang-undangan, maka di lain pihak Penghalusan Hukum justru 

mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan (bersifat 

restriktif). Akhirnya yang dapat dikatakan selalu dilakukan oleh Hakim adalah 

penafsiran atau interpretasi (interpretatie) terhadap undang- undang. Ajaran 

interpretasi pertama kali dikemukakan oleh F.C. Von Savigny, yakni suatu 

interpretasi yang jelas akan berfungsi sebagai rekonstruksi cita hukum yang 

tersembunyi.60 

 

3. Konstruksi Argumentum a Contrario 

Dalam keadaan ini, hakim akan memberlakukan peraturan perundang- 

undangan yang ada seperti pada kegiatan analogi, yaitu menerapkan suatu peraturan 

pada perkara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk diselesaikan oleh peraturan 

itu. Perbedaannya adalah dalam analogi hakim akan menghasilkan suatu 

kesimpulan yang positif, dalam arti bahwa ia menerapkan suatu aturan pada 

masalah yang sedang dihadapinya. Sedangkan pada konstruksi Argumentum a 

                                                           
59 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan 

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Bandung: Penerbit Alumni, 2021). 
60 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hlm. 343-344. 
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Contrario hakim sampai pada kesimpulan yang negatif, artinya ia justru tidak 

mungkin menerapkan aturan tertentu dalam perkara yang sedang dihadapinya.61 

Kemudian adapun mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam 

konstruksi hukum antara lain:62 

a. Hakim meninjau kembali sistem material yang mendasari lembaga hukum yang 

dihadapinya sebagai pokok perkara; 

b. Berdasarkan sistem itu, hakim kemudian berusaha membentuk suatu pengertian 

hukum (rechtsbegriff) baru dengan cara membandingkan beberapa ketentuan di 

dalam lembaga hukum yang bersangkutan, yang dianggap memiliki kesamaan-

kesamaan tertentu; 

c. Setelah pengertian hukum itu dibentuk, maka pengertian hukum itulah yang 

digunakan sebagai dasar untuk mengkonstruksi suatu kesimpulan dalam 

penyelesaian perkara. 

Berdasarkan konstruksi dari instrumen penemuan hukum tersebut, seyogyanya 

hakim mampu melakukan berbagai terobosan hukum untuk menyesuaikan diri 

terhadap perkembangan masyarakat melalui putusan pengadilan.63 Dworkin, dalam 

bukunya Law’s Empire, telah mengembangkan gambaran yang menarik secara 

intuitif tentang konstruksi teori hukum. Gambaran ini mengenal tiga tahapan dalam 

mengkonstruksi hukum. Tahap pertama, yang disebut tahap pra-interpretatif, terdiri 

dari identifikasi awal terhadap aturan, standar, dan keputusan (yang 

digeneralisasikan) yang membentuk undang-undang. Dalam hubungan ini, 

seseorang mungkin berpikir tentang inventarisasi peraturan dan standar yang dapat 

ditemukan dalam undang-undang, kasus, dan literatur doktrinal. 64 

Tahap kedua merupakan tahap interpretatif yang terdiri dari identifikasi 

terhadap prinsip-prinsip (termasuk nilai-nilai dan kebijakan) yang mendasari 

(dalam arti menjelaskan), atau merupakan bagian dari fenomena hukum yang 

                                                           
61 Frida Nurrahma Matsuri dan S. H. Zakki Adhiliyati, “Analisis Konstruksi Hukum Hakim Dalam 

Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah,” Verstek 7, no. 3 (2019), 

https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38265. 
62 Ibid. 
63 Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, “Penemuan Hukum oleh Hakim (Rechtvinding),” 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repub;ik Indonesia, diakses 31 Desember 2023, 

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:pene

muan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en. 
64 Jaap Hage, Studies in Legal Logic, vol. 70 (Belanda: Springer, 2005). 
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diidentifikasi pada tahap pertama. Aturan-aturan dan lain-lain yang diidentifikasi 

pada tahap pertama harus dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip 

yang diidentifikasi pada tahap kedua, namun hal tersebut belum tentu merupakan 

cara terbaik untuk mewujudkannya. Tujuan dari tahap ketiga yaitu reformasi adalah 

untuk merumuskan (bagian-bagian yang relevan dari) seperangkat aturan, termasuk 

keputusan-keputusan (yang digeneralisasikan), yang paling mewujudkan prinsip-

prinsip yang diidentifikasi pada tahap kedua.65 

Mengabstraksi dari analisis Dworkin, teori hukum dapat membedakan tiga 

himpunan bagian unsur. Bagian pertama terdiri dari sumber-sumber hukum, dengan 

tempat yang menonjol untuk perundang-undangan dan untuk kasus-kasus 

individual yang diputuskan oleh lembaga peradilan. Bagian kedua terdiri dari asas, 

kebijakan, hak dan nilai yang mendasari dan menjadi inspirasi undang-undang. Dan 

yang terakhir adalah hukum sebagai seperangkat perkara umum yang mempunyai 

akibat hukum yang melekat padanya oleh undang-undang. Selanjutnya, bagian 

pertama disebut sebagai sumber hukum, bagian kedua sebagai tujuan hukum, dan 

bagian ketiga sebagai sistem normatif.66 

Dalam proses konstruksi teori hukum, sumber-sumber hukum menentukan 

gambaran kasar pertama dari sistem normatif yang didasarkan pada sumber-sumber 

tersebut. Bisa dikatakan, sistem normatif prima facie ini membentuk kumpulan data 

yang harus dijelaskan oleh teori. Seperti dalam teori empiris, ada kemungkinan 

bahwa beberapa data harus diabaikan jika tidak sesuai dengan teori terbaik yang 

dapat dibangun dari data tersebut. Melalui penalaran induktif dan abduktif, 

serangkaian tujuan dapat diidentifikasi yang mendasari versi prima facie dari sistem 

normatif. Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut, maka sistem normatif dapat 

mewujudkan tujuan-tujuan tersebut dengan baik, dan dengan adanya sistem 

normatif yang ideal tersebut, maka dimungkinkan untuk merancang serangkaian 

sumber yang disesuaikan (undang-undang atau keputusan baru dalam kasus-kasus 

mendatang) yang dapat digunakan untuk mewujudkan sistem normatif yang ideal.67  

                                                           
65 Ibid. 
66 Hage, Studies in Legal Logic. 
67 Ibid. 
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Idealnya, sumber-sumber baru tersebut dapat menyimpang dari sumber-sumber 

aktual yang berfungsi sebagai masukan bagi teori, karena teori hukum yang baik 

haruslah teori hukum sebagaimana adanya dan bukan sekadar teori hukum ideal. 

Namun, tujuan yang mendasari undang-undang tersebut juga merupakan bagian 

dari undang-undang dan sistem normatif juga harus mencerminkan tujuan tersebut. 

Ada ketegangan tertentu di sini, dan tergantung pada disposisi hukum-filosofis 

seseorang bagaimana keseimbangan antara sumber aktual dan sistem hukum yang 

ideal berdasarkan prinsip-prinsip yang mendasari sumber-sumber tersebut 

tercapai.68 

Secara grafis perkembangan hubungan antara ketiga himpunan bagian suatu 

teori hukum dapat digambarkan sebagai berikut:69 

 

Gambar 2.1 Alur Konstruksi Hukum 

 

 

 

 

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat “HKI” adalah padanan kata yang 

digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi 

hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk 
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manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari 

suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang 

timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.70 

Menurut World Trade Organization (WTO), Hak kekayaan intelektual adalah 

hak yang diberikan kepada orang atas kreasi pikirannya. WTO memberi pencipta 

hak eksklusif atas penggunaan ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.71 Hak 

Kekayaan Intelektual tidak berbeda dengan hak milik lainnya. Pemilik hak 

dimungkinkan untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari produk yang pada 

awalnya merupakan gagasan yang dikembangkan dan dikristalisasi. Pemilik hak 

juga akan mendapatkan hak untuk mencegah orang lain menggunakan, berurusan, 

atau merusak produknya tanpa izin sebelumnya. Pemilik dapat menuntut secara 

hukum dan memaksa untuk menghentikan dan memberikan kompensasi atas segala 

kerugian.72 

Oleh karena itu, untuk menikmati objek yang dilindungi oleh HKI dibutuhkan 

suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian lisensi. Terdapat beberapa jenis 

perjanjian lisensi yaitu perjanjian lisensi yang memberikan seluruh hak eksklusif 

kepada penerima lisensi dan perjanjian lisensi yang memberikan hanya sebagian 

hak eksklusif seperti lisensi untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.73 

 

2. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual 

Kekayaan intelektual mengacu pada ciptaan pikiran; penemuan; karya sastra 

dan artistik; dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. 

WIPO membagi kekayaan intelektual menjadi dua kategori:74 

a. Properti Industri termasuk paten untuk penemuan, merek dagang, desain 

industri dan indikasi geografis. Properti industri dapat dibagi menjadi dua area 

utama:75 

                                                           
70 Universitas Gajah Mada, “Pengertian HKI.” 
71 WTO, “TRIPS: What Are IPRS,” 2023, 

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intel1_e.htm. 
72 Dubai Custom, “What is IPR”, Loc.Cit. 
73 Hakim, “Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha.” 
74 “What Is Intellectual Property?” 
75 WTO, “TRIPS: What Is IP?,” 2023. 
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1) Satu area dapat dikarakteristikkan sebagai perlindungan merek-merek 

khusus, khususnya merek dagang (yang membedakan barang atau jasa dari 

satu pelaku usaha dengan usaha-usaha lainnya) dan indikasi geografis 

(mengidentifikasi barang yang berasal dari tempat di mana karakteristik 

disebabkan oleh asal geografisnya). Perlindungan terhadap merek-merek 

khusus tersebut bertujuan untuk merangsang dan memastikan persaingan 

yang adil dan melindungi konsumen dengan membuat pilihan berdasarkan 

informasi antara berbagai barang dan jasa. Perlindungan dapat bertahan 

tanpa batas waktu, asalkan merek yang masuk tetap berbeda. 

2) Jenis properti industri lainnya dilindungi terutama untuk merangsang 

inovasi, desain, dan penciptaan teknologi. Dalam kategori ini termasuk 

penemuan (dilindungi oleh paten), desain industri dan rahasia dagang. 

b. Hak cipta mencakup sastra karya-karya (seperti novel, puisi dan drama), film, 

musik, karya seni (misalnya gambar, lukisan, foto dan patung) dan desain 

arsitektur. Hak yang terkait dengan hak cipta termasuk kinerja artis dalam 

penampilannya, produsen rekaman suara dalam rekamannya, serta penyiar di 

radio dan program televisi.76 Hak-hak penulis karya sastra dan artistik (seperti 

buku dan tulisan lain, komposisi musik, lukisan, patung, program komputer, 

dan film) dilindungi oleh hak cipta, untuk jangka waktu minimum 50 tahun 

setelah kematian penulis.77 Hak-hak yang juga dilindungi melalui hak cipta dan 

hak terkait adalah hak-hak para penampil (misalnya aktor, penyanyi, dan 

musisi), produser rekaman suara (rekaman suara), dan organisasi penyiaran. 

Tujuan sosial utama perlindungan hak cipta dan hak terkait adalah untuk 

mendorong dan menghargai karya kreatif.78 

 

3. Sumber Hukum Hak Kekayaan Intelektual 

Secara global, terdapat dua konvensi yang menjadi dasar sumber hukum HKI 

di seluruh dunia, yaitu Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri (1883) 

dan Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik (1886).79 

                                                           
76 WIPO Publication No. 450,  Loc.Cit. 
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78 Ibid. 
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Konvensi Paris berlaku untuk properti industri dalam arti luas, termasuk paten, 

merek dagang, desain industri, model utilitas (semacam "paten skala kecil" yang 

disediakan oleh undang-undang beberapa negara), merek jasa, nama dagang 

(sebutan bagi kegiatan industri atau komersial yang dilakukan), indikasi geografis 

(indikasi sumber dan sebutan asal) dan penindasan persaingan tidak sehat.80 

Sedangkan, Konvensi Bern berkaitan dengan perlindungan karya dan hak-hak 

penulisnya. Ini didasarkan pada tiga prinsip dasar81 dan berisi serangkaian 

ketentuan yang menentukan perlindungan minimum yang harus diberikan, serta 

ketentuan khusus yang tersedia untuk negara-negara berkembang yang ingin 

memanfaatkannya.82 

 

C. Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) 

1. Sejarah Artificial Intelligence 

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan merupakan bidang ilmu yang 

relatif muda. Sejarah Artificial Intelligence sudah dimulai sejak lebih dari 100 tahun 

yang lalu. Salah satu kisah yang terkenal adalah pementasan Rossum’s Universal 

Robots. Pada tahun 1920, penulis dari Republik Ceko, Karel Capek 

mempublikasikan fiksi sains dengan judul Rossumovi Univerzalni Roboti 

(Rossum’s Universal Robots). Cerita ini memperkenalkan manusia-manusia buatan 

yang disebut Robots. Banyak sekali metode kecerdasan buatan dari yang sederhana 

seperti fuzzy logic, sistem pakar, neural network hingga berhubungan dengan 

                                                           
80 WIPO, “Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883),” 2023, 

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/summary_paris.html. 
81 Tiga prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut: 

(a) Karya-karya yang berasal dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan (yaitu, karya yang 

penulisnya merupakan warga negara dari Negara tersebut atau karya yang pertama kali 

diterbitkan di Negara tersebut) harus diberikan perlindungan yang sama di masing-masing 

Negara pihak pada Persetujuan lainnya sesuai dengan yang diberikan kepada karya-karya 

warga negaranya sendiri (prinsip "National Treatment"); 

(b) Perlindungan tidak boleh bergantung pada kepatuhan dengan formalitas apapun (prinsip 

“automatic” protection); 

(c) Perlindungan tidak tergantung pada keberadaan perlindungan di negara asal (prinsip 

"independence" of protection). Namun, jika suatu Negara pihak pada Persetujuan memberikan 

jangka waktu perlindungan yang lebih lama dari minimum yang ditentukan oleh Konvensi dan 

pekerjaan tersebut berhenti untuk dilindungi di negara asal, perlindungan dapat ditolak begitu 

perlindungan di negara asal berhenti. 
82 WIPO, “Summary of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)”, 

Loc.Cit. 
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statistik seperti pendekatan Bayesian, Computer Vision, Robot Vision dan Deep 

Learning.83 

Keberadaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) adalah inovasi terbaru 

dalam ilmu pengetahuan, dimulai sejak kemunculan komputer modern pada tahun 

1940 dan 1950. Kemampuan mesin elektronika untuk menyimpan informasi dalam 

jumlah besar dan memprosesnya dengan kecepatan tinggi, teknologi ini mampu 

menandingi kemampuan manusia. Ilmu pengetahuan komputer ini difokuskan pada 

perancangan otomatisasi perilaku cerdas dalam sistem kecerdasan komputer. 

Sistem ini menunjukkan ciri-ciri terkait dengan kecerdasan, mampu meniru 

beberapa fungsi otak manusia, seperti pengertian bahasa, pengetahuan, pemikiran, 

pemecahan masalah, dan sebagainya.84  

Pada tahun 1950-an, para ilmuwan dan peneliti mulai mengembangkan ide 

tentang bagaimana mesin dapat melakukan tugas-tugas mirip manusia. Alan 

Turing, seorang matematikawan asal Inggris, pertama kali mengusulkan sebuah uji 

untuk menilai kemampuan mesin dalam menunjukkan kecerdasan. Uji tersebut 

dikenal sebagai Turing test, di mana mesin berupaya untuk menyamar sebagai 

individu dalam sebuah permainan dengan memberikan respon terhadap serangkaian 

pertanyaan.  Turing beranggapan bahwa, jika mesin dapat membuat seseorang 

percaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat 

dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas (seperti layaknya manusia).85  

Pada tahun 1956, seorang ilmuwan bernama John McCarthy dari Massachusetts 

Institute of Technology memperkenalkan istilah “Artificial Intelligence” kepada 

para peneliti AI di “The Dartmouth Summer Research Project on Artificial 

Intelligence”. Konferensi Dartmouth itu antara lain mempertemukan para pendiri 

dalam Artificial Intelligence serta peneliti dari Carnegie Mellon University (CMU), 

                                                           
83 Derwin Suhartono dan Widodo Budiharto, Artificial Intelligence : Konsep dan Penerapannya 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2014). 
84 Sri Hartati, Kecerdasan Buatan Berbasis Pengetahuan (Yogyakarta: UGM Press, 2021), 

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=cnlREAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA18&dq=Siste
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85 M. Sobron Yamin Lubis, “Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur 

Terpadu,” Prosiding Seminar Nasional Teknik UISU (SEMNASTEK) 4, no. 1 (2021): 1–7. 
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MIT, IBM dan bertugas untuk meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan 

dan penelitian kecerdasan buatan.86 Tujuan utama dari kecerdasan buatan, yang 

mencakup pemahaman dan simulasi proses berpikir manusia serta menciptakan 

mesin yang dapat meniru perilaku manusia. Beberapa program AI yang mulai 

dibuat pada tahun 1956-1966, antara lain:87 

a. Logic Theorist, diperkenalkan pada Dartmouth Conference, program ini dapat 

membuktikan teorema-teorema  matematika. 

b. Sad Sam, diprogram oleh Robert K. Lindsay (1960). Program ini dapat 

mengetahui kalimat-kalimat sederhana yang ditulis dalam bahasa inggris dan 

memberikan jawaban dari fakta-fakta yang didengar dalam sebuah percakapan. 

c. ELIZA, diprogram oleh Joseph Weizenbaum (1967). Program ini mampu 

melakukan terapi terhadap pasien dengan memberikan beberapa pertanyaan. 

Sejak tahun 1970, negara-negara mulai berperan aktif dalam kepentingan 

terhadap kecerdasan buatan. Pemimpin-pemimpin negara yang menyadari potensi 

kecerdasan buatan berupaya mendapatkan dukungan jangka panjang untuk proyek-

proyek yang memerlukan investasi signifikan. Langkah ini pertama kali diambil 

oleh Jepang, yang mengembangkan program penelitian kecerdasan buatan. 

Meskipun demikian, bidang ilmu pengetahuan komputer ini sebenarnya telah mulai 

diselidiki sejak tahun 1930-an dan 1940-an, di mana banyak akademisi 

mengembangkan konsep-konsep baru dalam komputerisasi.88 

Pada awalnya, kecerdasan buatan hanya terbatas pada lingkungan universitas 

dan laboratorium penelitian, dengan sedikit produk yang dihasilkan dan 

dikembangkan. Namun, pada akhir 1970-an dan 1980-an, perkembangan 

kecerdasan buatan mulai ditekankan secara menyeluruh, dan hasilnya secara 

bertahap dipublikasikan untuk umum. Tantangan dan permasalahan dalam bidang 

kecerdasan buatan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman menuju arah 

globalisasi dalam segala aspek kehidupan manusia, yang membawa persoalan-

persoalan yang semakin beragam.89 
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Program kecerdasan buatan menawarkan keunggulan dalam kesederhanaan 

pengoperasiannya, yang memberikan banyak manfaat bagi pengguna. 

Dibandingkan dengan program konvensional yang berjalan secara prosedural dan 

kaku, dengan rangkaian tahap solusi yang sudah didefinisikan secara tepat oleh 

pemrogram, program kecerdasan buatan mengadopsi pendekatan trial and error 

untuk mencapai solusi yang memuaskan, serupa dengan cara yang dilakukan 

manusia.90 Kecerdasan buatan dapat membantu meringankan beban kerja manusia 

misalnya dalam membuat keputusan, mencari informasi secara lebih akurat atau 

membuat komputer lebih mudah digunakan dengan tampilan yang lebih mudah 

dipahami. Cara kerja kecerdasan buatan adalah menerima input untuk diproses dan 

kemudian mengeluarkan output yang berupa keputusan.91 

 

2. Definisi Artificial Intelligence 

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan adalah simulasi kecerdasan 

manusia yang dimodelkan pada mesin dan diprogram agar seperti manusia. 

Sedangkan menurut McLeod dan Schell, kecerdasan buatan adalah penyediaan 

mesin seperti komputer yang menggunakan kemampuan untuk menunjukkan 

perilaku yang diklaim cerdas seolah-olah potensi ditampilkan oleh manusia. 

Dengan kata lain, AI adalah sistem komputer yang mampu melakukan pekerjaan 

yang biasanya membutuhkan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut.92 AI sendiri merupakan generasi yang 

membutuhkan informasi untuk digunakan sebagai pengetahuan seperti manusia. AI 

mampu melakukan self-correction atau bisa mengoreksi sendiri secara manual. 

Perangkat lunak Intelijen sintetik dalam teknologi Chatbot bercita-cita untuk 

menciptakan Aplikasi tersebut tidak hanya mampu memahami makna dari kalimat 

yang diucapkan oleh pengguna, tetapi juga dapat memberikan respons yang tepat 

dan sesuai dalam waktu yang singkat. Kecerdasan sintetis Chatbot termasuk 

                                                           
90 Novi Yona Sidratul Munti, “Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Lupus Eritmatosus 

Sistem (LES) Dengan Metode Forward Chaining Menggunakan Pemrograman PHP Dan MySQL,” 

Jurnal Fasikom 9, no. 2 (2019): 407–28. 
91 Febby Fidiyanti dkk., “Analisis Strategi Pengembangan Bisinis Menggunakan Teknologi 

Artificial Intelegence,” Journal of Compreh ensive Science 2, no. 7 (2023): 1994–2001. 
92 Discoding Intern, “Apa Itu Kecerdasan Buatan? Berikut Pengertian dan Contohnya,” 2021, 

https://www.dicoding.com/blog/kecerdasan-buatan-adalah/. 
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penggunaan berbagai jenis media sosial yang bertindak sebagai platform tempat 

Chatbot akan beroperasi, ada banyak sistem yang biasanya digunakan oleh chatbot 

seperti LINE, Telegram dan Facebook.93 

Kata “Intelligence” sendiri berasal dari bahasa Latin “Intelligo” yang berarti 

“saya paham” berarti dasar dari intelligence ialah kemampuan untuk memahami 

dan melakukan aksi. Intelligence merupakan istilah kompleks yang dapat 

didefinisikan dengan ungkapan berbeda seperti logika, pemahaman, pembelajaran, 

perencanaan dan penyelesaian masalah. Artificial adalah sesuatu yang tidak nyata, 

seperti tipuan karena merupakan hasil simulasi.94 Kecerdasan buatan memiliki 

dampak positif yang besar bagi masyarakat. Beberapa dampak ini terlihat dalam 

beberapa tahun terakhir dan khususnya dapat diamati di bidang kesehatan, 

kedokteran, bisnis dan pendidikan.95 Penerapan kecerdasan buatan di bidang 

Pendidikan pada games yang bernama Help the Math Town yaitu games 

matematika adaptif berbasis kecerdasan buatan dengan fuzzy logic untuk anak-anak 

yang berisi sekumpulan soal dan games yang menarik.96 

Secara umum, AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat suatu mesin menjadi 

cerdas, terutama untuk program komputer. Kecerdasan yang dimaksud adalah 

kecerdasan seperti yang dimiliki manusia, sehingga sebuah komputer dapat 

mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah kompleks sekalipun dengan 

pemikiran seperti manusia. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence 

merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin (komputer) 

dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Pada 

awal diciptakannya, komputer hanya difungsikan sebagai alat hitung saja. Namun, 

seiring dengan perkembangan zaman, maka peran komputer semakin mendominasi 

kehidupan umat manusia. Komputer tidak lagi digunakan sebagai alat hitung, lebih 

                                                           
93 Pandu Dewonoto Laut Santoso dkk., “Penerapan Artificial Intelligence dalam Aplikasi Chatbot 

sebagai Media Informasi dan Pembelajaran Mengenai Kebudayaan Bangsa,” Jurnal Informatika 

Universitas Pamulang 6, no. 3 (2021): 579–89, https://doi.org/10.32493/informatika.v6i3.11845. 
94 Francisco Mochón dan Alejandro Baldominos, “Towards an Intelligent Society: Advances in 

Marketing and Neuroscience,” International Journal of Interactive and Artificial Intelligence 5, no. 

6 (2019): 4–5, https://doi.org/10.9781/ijimai.2019.07.005. 
95 Mochón dan Baldominos. 
96 Charles Ivan dkk., “Help The Math Town: Adaptive Multiplayer Math-Science Games Fuzzy 

Logic,” Procedia Computer Science 116 (2017): 309–17, 

https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.10.080. 
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dari itu, komputer diharapkan untuk dapat diberdayakan untuk mengerjakan segala 

sesuatu yang bisa dikerjakan oleh manusia.97 

Agar komputer bisa bertindak seperti dan sebaik manusia, maka komputer harus 

diberi bekal pengetahuan, dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Untuk itu 

pada AI, akan mencoba untuk memberikan beberapa metode untuk membekali 

komputer dengan kedua komponen tersebut agar komputer bisa menjadi mesin 

yang pintar. 98 

Pengertian kecerdasan buatan dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, 

antara lain:99 

a. Sudut pandang kecerdasan. 

Kecerdasan buatan akan membuat mesin menjadi cerdas (mampu berbuat 

seperti apa yang dilakukan oleh manusia). 

b. Sudut pandang penelitian. 

Kecerdasan buatan adalah suatu studi bagaimana membuat agar komputer dapat 

melakukan sesuatu sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Domain yang sering 

dibahas oleh para peneliti meliputi100: 

1) Mundane task 

a) Persepsi (vision & speech) 

b) Bahasa alami (understanding, generation, & translation) 

c) Pemikiran yang bersifat common-sense. 

d) Robot control. 

2) Formal task 

a) Permainan/games. 

b) Matematika (geometri, logika, kalkulus integral, pembuktian) 

3) Expert task 

a) Analisis finansial 

b) Analisis medikal 

                                                           
97 Russell dan Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Op.Cit. 
98 Mashud dan Wisda, “Aplikasi Chatbot Berbasis Website sebagai Virtual Personal Assistant dalam 

Pemasaran Properti,” Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi 9 (2019): 99–107, 

https://doi.org/10.35585/inspir.v9i2.2497. 
99 I Made Agus Wirawan, Metode Penalaran dalam Kecerdasan Buatan (Bandar Lampung: 

RajaGrafindo Persada, 2023). 
100 Ibid. 
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c) Analisis ilmu pengetahuan 

d) Rekayasa (desain, pencarian kegagalan, perencanaan manufaktur) 

c. Sudut pandang bisnis. 

Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang powerful dan metodologis 

dalam menyelesaikan masalah-masalah bisnis. 

d. Sudut pandang pemrograman. 

Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, penyelesaian 

masalah (problem solving) dan pencarian (searching). Untuk melakukan aplikasi 

kecerdasan buatan ada 2 bagian utama yang sangat dibutuhkan, yaitu: 

1) Basis pengetahuan (knowledge base), berisi fakta-fakta, teori, pemikiran dan 

hubungan antara satu dengan lainnya. 

2) Motor inferensi (inference engine), yaitu kemampuan menarik kesimpulan 

berdasarkan pengalaman. 

Menurut Arhamy, Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan 

merupakan cabang dari ilmu komputer dengan pengautomatisasi tingkah laku 

cerdas. Definisi ini menunjukkan bahwa AI adalah bagian dari komputer sehingga 

harus didasarkan pada sound theoretical (teori suara) dan prinsip-prinsip aplikasi 

dari bidangnya. Prinsip-prinsip ini meliputi struktur data yang digunakan dalam 

referensi pengetahuan, algoritma yang diperlukan untuk mengaplikasikan 

pengetahuan tersebut, serta bahasa dan teknik pemrograman yang digunakan dalam 

mengimplementasikannya.101  

Kecerdasan buatan menawarkan media dan uji teori kecerdasan. Teori ini dapat 

dinyatakan dalam bahasa program komputer dan dibuktikan melalui eksekusinya 

pada komputer nyata.102 Implementasi dari kecerdasan buatan saat ini dapat ditemui 

dalam berbagai bidang antara lain:103 

                                                           
101 Okta Rizkianah Samosir, Nelly Astuti Hasibuan, dan Suginam Suginam, “Perancangan Aplikasi 

Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Pada Tanaman Strawberry Dengan Menerapkan Metode 

Dempster Shafer,” Informasi Dan Teknologi Ilmiah (INTI) 5, no. 2 (2018): 146–50. 
102 Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, Putu Satya Saputra, dan Made Santo Gitakarma, “Peran Artificial 

Intelligence (AI) Untuk Mendukung Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19,” KOMTEKS 1, no. 

1 (2022): 15–21. 
103 Rian Haris Muda Nasution, Oky Dwi Nurhayati, dan Rinta Kridalukmana, “Sistem Pakar 

Penyakit di Daerah Tropis pada Anak Berbasis Web,” Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer 3, no. 

2 (2015): 228–40. 
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a. Fuzzy logic merupakan suatu metode kecerdasan buatan yang banyak terdapat 

pada alat elektronik dan robot sehingga mampu berpikir dan bertingkah laku 

seperti manusia. 

b. Computer vision merupakan suatu metode kecerdasan buatan yang 

memungkinkan sebuah sistem komputer mengenali gambar sebagai input-nya. 

Contohnya adalah mengenali dan membaca tulisan yang ada gambarnya. 

c. Artificial intelligence dalam game merupakan metode kecerdasan buatan yang 

berguna untuk meniru cara berpikir manusia dalam bermain game. 

d. Speech recognition merupakan suatu metode kecerdasan buatan untuk 

mengenali suara manusia yang dicocokkan dengan acuan atau pattern yang 

telah diprogram sebelumnya. Contohnya adalah suara dari user dapat 

diterjemahkan menjadi sebuah perintah bagi komputer. 

e. Expert system merupakan metode kecerdasan buatan yang berguna untuk 

meniru cara berpikir dan penalaran seorang ahli dalam mengambil keputusan 

berdasarkan situasi yang ada.  

 

3. Lingkup Artificial Intelligence  

Menurut Russell dan Norvig, AI atau kecerdasan buatan dibagi dalam beberapa 

aspek dimensi yang direpresentasikan sebagai 4 jendela seperti berikut:104 

Humanisme Rasionalitas 

 

Proses Berpikir 

 

 

Tingkah Perilaku 

 

 

 

 

                                                           
104 Russell dan Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Op.Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kategorisasi Kecerdasan Buatan (Russell dan Norvig) 
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Berdasarkan representasi tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa 

kecerdasan buatan terbagi menjadi 4 kategori utama yaitu, bagaimana sebuah 

sistem dapat berpikir layaknya seperti manusia pada umumnya dapat memahami 

suatu pola permasalahan dan bisa memberikan solusi atas permasalahan, lalu 

bagaimana sebuah sistem yang ada dapat berpikir secara rasional berdasarkan 

komputasi - komputasi tertentu yang memberikan hasil yang valid dan terpercaya. 

Sebuah sistem dalam kecerdasan buatan dituntut untuk mampu bertindak seperti 

manusia dan harus memiliki beberapa kapabilitas yang memenuhi standar untuk 

menciptakan sebuah sistem dengan kecerdasan buatan yang baik, berikut beberapa 

contoh implementasi bidang yang menjadi kewajiban kapabilitas yang harus 

dipenuhi dari sebuah sistem kecerdasan buatan:105 

a. Natural Language Processing: sistem diharapkan mampu melakukan 

komunikasi dalam bahasa apapun yang digunakan oleh manusia. 

b. Knowledge Representation: sistem diharapkan bisa menyimpan berbagai 

informasi yang akan digunakan dalam sebuah proses inti kecerdasan buatan. 

c. Automated Reasoning: sistem dapat menggunakan informasi yang sudah 

disimpan untuk menjawab sebuah pertanyaan atau merancang kesimpulan baru. 

d. Machine Learning: sistem yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi 

dengan suatu keadaan yang baru dan menciptakan pola baru yang digunakan 

untuk penyelesaian suatu permasalahan. 

Ada beberapa tingkat evolusi dari teknologi kecerdasan buatan, yaitu pertama, 

Artificial Narrow Intelligence (ANI) atau AI Lemah, contohnya kecerdasan buatan 

permainan catur, pengendara mobil (self-driving), teknologi interaksi suara seperti 

Aplikasi Siri atau Cortana, Amazon dan Facebook, atau terjemahan otomatis seperti 

Google Translate, Watson, IBM dan lainnya; Kedua, Artificial General Intelligence 

(AGI) atau AI Kuat bisa disebut juga dengan AI setingkat manusia yaitu sistem 

teknologi yang memiliki kemampuan setara dengan manusia; Ketiga, Artificial 

Super Intelligence (ASI) yaitu teknologi yang dibuat sebagai kecerdasan yang 

melebihi kinerja kognitif manusia dan terjadi pada hampir semua bidang minat.106 

 

                                                           
105 Hartati, Kecerdasan Buatan Berbasis Pengetahuan, Op.Cit. 
106 Kusumawardani, “Hukum Progresif dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan”, Op.Cit. 
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Gambar 2.3 Klasifikasi Domain dalam AI 

 

 

 

Adanya sistem pendukung keputusan, dan Sistem Informasi Manajemen juga 

tidak terlepas dari andil kecerdasan buatan. Adanya irisan penggunaan kecerdasan 

buatan di berbagai disiplin ilmu tersebut menyebabkan cukup rumitnya untuk 

mengklasifikasikan kecerdasan buatan menurut disiplin ilmu yang 

menggunakannya. Oleh karena itu, terdapat pengklasifikasian lingkup kecerdasan 

buatan didasarkan pada output yang diberikan yaitu pada aplikasi komersial 

(meskipun sebenarnya kecerdasan buatan itu sendiri bukan merupakan medan 

komersial). Lingkup utama dalam kecerdasan buatan adalah:107 

a. Sistem Pakar (Expert System). Disini komputer digunakan sebagai sarana untuk 

menyimpan pengetahuan para pakar. Dengan demikian komputer akan 

memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah permasalahan dengan meniru 

keahlian yang dimiliki oleh pakar. 

b. Pengolahan Bahasa alami (Nature Language Processing). Dengan pengolahan 

bahasa alami ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputer dengan 

menggunakan bahasa sehari-hari. 

                                                           
107 Sandra Jamu Kuryanti dan Minda Septiani, “Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Saluran 

Pernapasan pada Anak (Studi Kasus : RSAB Harapan Kita Jakarta),” Jurnal dan Penelitian Teknik 

Informatika 2, no. 2 (2018): 23–27. 
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c. Pengenalan Ucapan (Speech Recognition). Melalui pengenalan ucapan 

diharapkan manusia dapat berkomnikasi dengan komputer dengan 

menggunakan suara. 

d. Robotika dan Sistem Sensor (Robotics and Sensor Systems). 

e. Computer Vision, mencoba untuk dapat menginterpretasikan gambar atau 

objek-objek tampak melalui komputer. 

f. Intelligent Computer-aided Instruction. Komputer dapat digunakan sebagai 

tutor yang dapat melatih dan mengajar. 

g. Game Playing. 

Beberapa karakteristik yang ada pada sistem yang menggunakan artificial 

intelligence adalah pemrogramannya yang cenderung bersifat simbolik ketimbang 

algoritmik, bisa mengakomodasi input yang tidak lengkap, bisa melakukan 

inferensi, dan adanya pemisahan antara kontrol dengan pengetahuan. Menurut 

Winston dan Prendergast (1984), artificial intelligence atau kecerdasan buatan 

memiliki tujuan untuk:108 

a. Membuat mesin menjadi lebih pintar (tujuan utama); 

b. Memahami apa itu kecerdasan (tujuan ilmiah); 

c. Membuat mesin lebih bermanfaat (tujuan entrepreneurial). 

d. Mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah yang biasa 

diselesaikan melalui aktivitas intelektual manusia, misalnya pengolahan citra, 

perencanaan, peramalan dan lain-lain, meningkatkan kinerja sistem informasi 

yang berbasis komputer. 

e. Meningkatkan pengertian/pemahaman kita pada bagaimana otak manusia 

bekerja. 

Berdasarkan dari berbagai perspektif, artificial intelligence atau kecerdasan 

buatan dapat dipandang dari:109 

a. Perspektif kecerdasan (Intelligence), AI merupakan pembuatan mesin “cerdas” 

yang dapat melakukan hal-hal seperti manusia. 

b. Perspektif bisnis, AI adalah sekelompok alat bantu (tools) yang berdaya guna, 

                                                           
108 Dino Lesmana Hadi, Artificial Intelligence Solusi Penyelesaian Masalah (Lombok Tengah: Pusat 

Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022). 
109 Ridwansyah, “Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Kandungan Menggunakan Metode 

Forward Chaining,” Jurnal Techno Nusa Mandiri 8, no. 2 (2016): 44--51. 
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dan metodologi yang menggunakan tools tersebut guna menyelesaikan 

masalah-masalah bisnis. 

c. Perspektif pemrograman (programming), AI termasuk di dalamnya adalah studi 

tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, proses pencarian 

(search). 

d. Perspektif penelitian (research) Riset tentang AI dimulai pada awal tahun 1960-

an, percobaan pertama adalah membuat program permainan (game) catur, 

membuktikan teori, dan general problem solving (untuk tugas-tugas 

sederhana). 

Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan 

masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki para pakar. Walaupun AI memiliki 

konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting pada 

ilmu komputer, berhubungan dengan perilaku, pembelajaran dan adaptasi yang 

cerdas dalam sebuah mesin. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin 

untuk mengotomatisasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas. 

Termasuk contohnya adalah pengendalian, perencanaan dan penjadwalan, 

kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, serta 

pengenalan tulisan tangan, suara dan wajah. Hal-hal seperti itu telah menjadi 

disiplin ilmu tersendiri, yang memusatkan perhatian pada penyediaan solusi 

masalah kehidupan yang nyata. Sistem AI sekarang ini sering digunakan dalam 

bidang ekonomi, obat-obatan, teknik dan militer, seperti yang telah dibangun 

dalam beberapa aplikasi perangkat lunak komputer rumah dan video game.110  

AI dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang objek, kegiatan 

(events), proses dan memproses sejumlah besar informasi dengan lebih efisien dari 

yang dapat dikerjakan manusia, tetapi disisi lain manusia dengan menggunakan 

insting dapat melakukan hal yang sulit untuk diprogram pada komputer, yaitu: 

manusia dapat mengenali (recognize) hubungan antara hal-hal tersebut, menilai 

kualitas dan menemukan pola yang menjelaskan hubungan tersebut.111 

                                                           
110 Arip Nurahman dan Pandu Pribadi, “Pemanfaatan Kecerdasan Buatan pada Media Pembelajaran 

Berbantuan Google Assistant,” Jurnal Genesis Indonesia 1, no. 1 (2022): 24–32, 

https://doi.org/10.56741/jgi.v1i01.17. 
111 Suhanda, “Perbandingan Konsep Kerja Sistem Komputer Berbasis Kecerdasan Buatan dengan 

Kecerdasan Alamiah,” Infoman’s 9, no. 1 (2015): 74–86, 

https://doi.org/10.33481/infomans.v9i1.66. 
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D. Tinjauan Umum Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (Perjanjian TRIPs) 

1. Sejarah pemberlakuan Perjanjian TRIPs 

Lahirnya perjanjian TRIPs merupakan dampak dari semakin meningkatnya 

permasalahan perdagangan yang meliputi hak kekayaan intelektual.112 

Permasalahan perlindungan hak kekayaan intelektual pertama kali dibahas sebagai 

isu perdagangan internasional di GATT pada Tokyo Round tahun 1978. Pada Tokyo 

Round terjadi perdebatan dan koordinasi kebijakan mengenai aturan internasional 

untuk memperkuat strategi melawan barang palsu. Ada juga perdebatan tentang 

perlindungan internasional atas kekayaan intelektual di World Intellectual Property 

Organization (WIPO).113 Negara yang pertama kali mengemukakan lahirnya TRIPs 

adalah Amerika Serikat yang menganggap bahwa World Property Organization 

(WIPO) tidak dapat memberi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di 

pasar internasional, sehingga neraca perdagangan menjadi negatif. Setelah 

penutupan putaran tokyo pada tahun 1979, Amerika Serikat menjadi khawatir 

dengan negara-negara berkembang yang tidak ingin mengadopsi standar normatif 

dan langkah-langkah penegakan hukum secara tegas hak kekayaan intelektual. 

Inisiasi di bawah naungan WIPO dan konvensi internasional utama pada 

Intellectual Property (IP) tidak berhasil, sehingga Amerika Serikat berhasil 

menempatkan IP pada agenda negosiasi untuk putaran uruguay. Pendapat Amerika 

Serikat terhadap kelemahan-kelemahan dari WIPO yaitu:114 

a. WIPO merupakan sebuah organisasi yang negara anggotanya terbatas, sehingga 

ketentuan-ketentuan yang dibuat di WIPO tidak dapat sepenuhnya diberlakukan 

terhadap negara yang bukan anggota WIPO. 

b. WIPO masih belum memiliki mekanisme yang jelas dalam menyelesaikan 

permasalahan dan menerapkan hukuman-hukuman bagi pelanggaran dari hak 

kekayaan intelektual. 

c. Perjanjian sulit untuk ditegakkan, dan Majelis Umum WIPO hanya dapat 

merekomendasikan tindakan perbaikan. 

                                                           
112 Niru Anita Sinaga, “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan 

Ekonomi Indonesia,” Jurnal Hukum Sasana 6, no. 2 (2020): 144–65, 

https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385. 
113 Japan Patent Office, Introduction to TRIPs Agreement (Japan: Japan Patent Office, 2008). 
114 Mitsuo Matsushita dkk., The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy (Oxford: 

Oxford University Press, 2015), https://scholarship.law.columbia.edu/books/131. 
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d. Pengadopsian suatu perjanjian didasarkan pada prinsip konsensus di antara 

semua Anggota, dan apakah Negara-negara Anggota menyetujui suatu 

perjanjian atau tidak, sepenuhnya bergantung pada mereka. 

Dengan kata lain, dalam WIPO, jika suatu Negara Anggota melanggar suatu 

perjanjian, tindakan segera untuk memperbaiki pelanggaran tersebut tidak mungkin 

dilakukan. Selain itu, banyak terjadi perdebatan mengenai pembentukan perjanjian 

dan revisi perjanjian yang menemui jalan buntu karena adanya konflik antara 

kepentingan negara maju dan negara berkembang. Di sisi lain, WIPO dirasa juga 

tidak dapat mengadaptasi perubahan dari struktur perdagangan internasional dan 

juga perubahan tingkat invasi teknologi. Akibatnya, Amerika Serikat, yang 

menginginkan perlindungan internasional yang lebih kuat terhadap kekayaan 

intelektual, menganggap permasalahan sistem perlindungan hak kekayaan 

intelektual di negara-negara berkembang dan administrasinya sebagai 

permasalahan perdagangan, dan dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan 

ini, Amerika Serikat mendesak untuk menjadikan aspek-aspek yang berhubungan 

dengan perdagangan sebagai bagian dari perlindungan kekayaan intelektual 

termasuk perdagangan barang palsu. TRIPs menjadi salah satu item perundingan di 

forum internasional mengenai masalah perdagangan yaitu GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade). Mulai tahun 1982, Amerika Serikat mulai 

berusaha memasukan pokok-pokok permasalahan hak kekayaan intelektual ke 

dalam forum perdagangan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau 

dalam putaran Uruguay. Oleh karena itu, pada pertemuan tingkat menteri GATT 

yang diadakan pada bulan September 1986 di Punta del Este, Uruguay diputuskan 

untuk memulai perundingan TRIPs. Perdebatan dimulai, dan pada bulan Januari 

1987, diambil keputusan untuk membentuk rencana negosiasi dan kelompok 

negosiasi di 15 bidang. Selanjutnya pada bulan Desember 1988, laporan sementara 

dibuat pada pertemuan tingkat menteri di Montreal, dan pada bulan April 1989 

diadakan pertemuan pejabat senior. Namun, tahap pertama perundingan TRIPs 

ditandai oleh perbedaan pendapat yang kuat antara negara-negara maju, yang 

menginginkan diskusi terfokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual yang 

tepat dan efektif, dan negara-negara berkembang, yang berpendapat bahwa GATT 

tidak memiliki mandat untuk melakukan perdebatan mengenai perlindungan hak 
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kekayaan intelektual. Akibatnya, diskusi berlanjut dengan argumen mandat yang 

dikesampingkan untuk sementara waktu, namun masih terdapat konflik yang intens 

antara pendapat negara maju dan negara berkembang, dan negosiasi hanya 

menghasilkan sedikit kemajuan. Pada awalnya negara-negara berkembang kontra 

dengan pokok permasalahan hak kekayaan intelektual, yang dirasa oleh pemimpin 

negara-negara berkembang masih kurang kompeten. Amerika Serikat menjelaskan 

bahwa terdapat kaitan antara pokok permasalahan hak kekayaan intelektual dengan 

isu perdagangan yaitu guna untuk antisipasi dari timbulnya kondisi perdagangan 

dan ekonomi internasional yang mulai meluas sampai tidak dikenalnya batas-

batasan negara. Amerika Serikat menjelaskan pula bahwa dalam hubungan antara 

hak kekayaan intelektual dan perdagangan didasarkan pada dua poin. Pertama, 

pembajakan luas, pemalsuan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual merupakan 

penghalang untuk perdagangan dalam ketersediaan barang tersebut berkurang akses 

pasar untuk barang-barang sah diperdagangkan. Kedua, perdagangan dan hak 

kekayaan intelektual yang terkait erat karena pentingnya pengalihan hak kekayaan 

intelektual jenis perjanjian internasional, yaitu pemberitahuan, pendaftaran dan 

persetujuan. Amerika Serikat sebagai negosiator khawatir bahwa nantinya akan 

memberatkan pendaftaran dan persetujuan persyaratan di negara-negara tertentu 

akan menghambat investasi serta perizinan terkait hak kekayaan intelektual.115 

Perundingan Putaran Uruguay seharusnya selesai setelah 4 tahun pada akhir 

tahun 1990, namun perundingan menjadi terhenti dikarenakan permasalahan 

pertanian dan hal-hal lainnya, dan diputuskan pada bulan Desember 1990 pada 

pertemuan tingkat menteri di Brussels untuk memperpanjang dan melanjutkan 

negosiasi. Oleh karena itu, negara-negara berkembang akhirnya dapat menerima 

setelah negara argumentasi bahwa kemajuan perdagangan secara internasional 

suatu negara bergantung pada kemajuan atau keunggulan teknologinya termasuk 

perlindungan terhadap hak kekayaan intelektualnya.116 Dengan masuknya isu 

terkait hak kekayaan intelektual, GATT yang semula hanya mengatur 12 

                                                           
115 Hendra Tanu Atmadja, “Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Perdagangan 

Bebas,” Lex Jurnalica 12, no. 3 (2015): 192–201. 
116 Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar 

(Bandung: Penerbit Widina, 2022). 
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permasalahan, kini telah ada 15 permasalahan, 3 diantaranya merupakan kelompok 

New Issues, yaitu:117  

a. TRIPs (masalah HAKI); 

b. TRIMs (Masalah investasi); 

c. Trade is Service (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa). 

Pada bulan April 1991 kelompok perundingan direorganisasi dari 15 menjadi 7, 

dan pada bulan Desember tahun yang sama, Direktur Jenderal GATT, Dunkel 

mengajukan proposal untuk kesepakatan akhir. Pada bulan November 1992, 

Amerika Serikat dan Eropa mencapai kesepakatan umum mengenai isu-isu 

pertanian, dan perdebatan pun menyatu, dan perundingan substantif akhirnya 

selesai dan disepakati pada bulan 15 Desember 1993. Pada tanggal 15 April 1994, 

pada pertemuan tingkat menteri di Marrakesh, Maroko, kesepakatan dicapai 

mengenai semua pokok perundingan dan Perjanjian TRIPs mulai berlaku 

bersamaan dengan Perjanjian WTO pada bulan Januari 1995. Diperkirakan bahwa 

alasan mengapa kesepakatan dapat dicapai dalam perundingan TRIPs meskipun 

terjadi perdebatan sengit antara negara maju dan berkembang, adalah karena 

kesepakatan Putaran Uruguay diadopsi dalam bentuk satu upaya yang menyeluruh. 

Dengan kata lain, meskipun Perjanjian TRIPs merupakan hasil perundingan TRIPs 

yang merugikan negara-negara berkembang, namun terdapat bidang-bidang 

perundingan lain seperti pertanian dan tekstil yang memberikan hasil 

menguntungkan, sehingga tercapailah kesepakatan untuk negara-negara 

berkembang pada perundingan Putaran Uruguay secara keseluruhan. Dokumen 

akhir putaran Uruguay (GATT) berjumlah lebih dari 500 halaman dengan lebih dari 

28 kesepakatan-kesepakatan terkait dengan perdagangan global. Perjanjian ini telah 

ditandatangani oleh 125 negara anggota, termasuk Indonesia.118 

 

2. Ketentuan dan Prinsip Perjanjian TRIPs 

Perjanjian TRIPs yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 hingga saat 

ini merupakan perjanjian multilateral mengenai kekayaan intelektual yang paling 

komprehensif. TRIPs mencakup berbagai bidang kekayaan intelektual meliputi hak 

                                                           
117 Kharisma dan Umar Mansur, “Studi Hukum Dan Etika Bisnis Dalam Isu Pelanggaran Haki Di 

China,” Seniman Transactions on Management and Business 1, no. 1 (2019): 1–41. 
118 Ibid. 
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cipta dan hak terkait (yaitu hak artis, produser rekaman suara, dan organisasi 

penyiaran); merek dagang termasuk merek layanan; indikasi geografis termasuk 

sebutan asal; desain industri; paten termasuk perlindungan varietas tanaman baru; 

desain tata letak sirkuit terpadu; dan informasi yang dirahasiakan termasuk rahasia 

dagang dan data pengujian. Perjanjian ini mengandung tiga hal pokok yaitu:119 

a. Standards: Perjanjian ini menetapkan standar perlindungan minimum yang 

harus diberikan oleh setiap Anggota terkait dengan masing-masing bidang 

utama kekayaan intelektual dalam Perjanjian TRIPs. Perlindungan masing-

masing elemen utama, yaitu pokok permasalahan yang akan dilindungi, hak-

hak yang akan diberikan dan pengecualian yang diperbolehkan terhadap hak-

hak tersebut, serta jangka waktu minimum perlindungan. Perjanjian ini 

menetapkan standar-standar tersebut dengan mensyaratkan: 

1) Pertama, bahwa kewajiban substantif dari konvensi utama WIPO, Paris 

Convention untuk Perlindungan Kekayaan Industri (Konvensi Paris) dan 

Berne Convention untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (Konvensi 

Bern) dalam versi terbarunya, harus dipatuhi. Dengan pengecualian 

ketentuan Konvensi Bern mengenai hak moral, semua ketentuan substantif 

utama dari konvensi ini dimasukkan sebagai referensi dan dengan demikian 

menjadi kewajiban berdasarkan Perjanjian TRIPs antara negara-negara 

Anggota TRIPs. Ketentuan terkait dapat ditemukan dalam Pasal 2.1 dan 9.1 

Perjanjian TRIPs, yang masing-masing berkaitan dengan Konvensi Paris 

dan Konvensi Bern; 

2) Kedua, Perjanjian TRIPs menambahkan sejumlah besar kewajiban 

tambahan mengenai hal-hal yang tidak dipenuhi atau dianggap tidak 

memadai oleh konvensi-konvensi yang sudah ada sebelumnya. Perjanjian 

TRIPs terkadang disebut sebagai perjanjian Bern dan Paris-plus. 

b. Enforcement: Ketentuan utama kedua berkaitan dengan prosedur domestik dan 

upaya hukum untuk penegakan hak kekayaan intelektual. Perjanjian ini 

menetapkan prinsip-prinsip umum tertentu yang berlaku untuk semua prosedur 

penegakan HKI. Selain itu, memuat ketentuan mengenai prosedur dan upaya 

                                                           
119 “Intellectual Property - Overview of TRIPS Agreement.” 
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hukum perdata dan administratif, tindakan sementara, persyaratan khusus 

terkait dengan tindakan perbatasan dan acara pidana, yang menentukan, secara 

rinci, prosedur dan upaya hukum yang harus tersedia agar pemegang hak dapat 

melakukan tindakan tersebut dan menegakkan hak-haknya secara efektif. 

c. Dispute settlement: Perjanjian tersebut membuat perselisihan antar Anggota 

WTO mengenai penghormatan terhadap kewajiban TRIPs tunduk pada 

prosedur penyelesaian perselisihan WTO. 

Selain itu, Perjanjian ini menetapkan prinsip-prinsip dasar tertentu, seperti 

perlakuan nasional dan negara yang paling disukai (most-favored-nation), dan 

beberapa aturan umum untuk memastikan bahwa kesulitan prosedural dalam 

memperoleh atau mempertahankan HKI tidak menghilangkan manfaat substantif 

yang seharusnya diperoleh dari Perjanjian ini. Kewajiban-kewajiban berdasarkan 

Perjanjian ini akan berlaku sama bagi semua negara Anggota, namun negara-negara 

berkembang akan memiliki waktu yang lebih lama untuk menerapkannya secara 

bertahap. Pengaturan transisi khusus berlaku dalam situasi di mana negara 

berkembang saat ini tidak memberikan perlindungan paten produk di bidang 

farmasi. Perjanjian TRIPs adalah perjanjian standar minimum, yang 

memungkinkan Anggota untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual 

yang lebih luas jika mereka menginginkannya. Anggota bebas menentukan metode 

yang tepat untuk menerapkan ketentuan Perjanjian ini dalam sistem dan praktik 

hukum masing-masing anggota. 120 

Perjanjian TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights) 

merupakan salah satu dari 15 bagian isu dalam persetujuan World Trade 

Organization (WTO). WTO merupakan organisasi yang berfokus kepada isu 

perdagangan. WTO bertujuan untuk membantu para produsen barang, jasa, 

eksportir dan importir melakukan bisnis,121 memastikan bahwa tidak ada hambatan 

dalam arus perdagangan dan menjadi tempat di mana pemerintah anggota mencoba 

untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. Perjanjian WTO berisikan teks-teks 

                                                           
120 Ibid. 
121 WTO, “What Is the WTO?,” diakses 3 Januari 2024, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm. 
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hukum yang mencakup berbagai aktivitas. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar dari 

sistem perdagangan multilateral:122 

a) Perdagangan Tanpa Diskriminasi (Non - Diskriminasi) 

Sebagai sebuah organisasi Internasional yang mengatur banyak anggota, WTO 

harus bertindak adil kepada seluruh anggota agar tidak timbul kecemburuan bagi 

anggota. Sebuah negara tidak harus membedakan antara mitra dagang dan 

seharusnya tidak membedakan antara produk, layanan atau warga negara sendiri 

dan asing; 

b) Perdagangan yang Lebih Bebas dan Bertahan (Lebih Terbuka) 

Menurunkan hambatan perdagangan adalah salah satu cara yang dapat 

mendorong perdagangan. Hambatan ini termasuk bea cukai (atau tarif) dan 

langkah-langkah seperti larangan impor atau kuota yang membatasi jumlah selektif; 

c) Dapat Diprediksi dan Transparan 

Perusahaan asing, investor dan pemerintah harus yakin bahwa hambatan 

perdagangan tidak harus dinaikkan secara sewenang-wenang. Dengan stabilitas dan 

prediktabilitas, didorongnya investasi, pekerjaan diciptakan dan konsumen dapat 

menikmati manfaat dari persaingan seperti pilihan dan harga yang lebih rendah. 

d) Mempromosikan Persaingan yang Adil (Lebih Kompetitif); 

Mengecilkan praktek 'tidak adil', seperti subsidi ekspor dan pembuangan produk 

dibawah biaya untuk mendapatkan pangsa pasar, masalah yang kompleks, dan 

aturan untuk menetapkan apa yang adil atau tidak, serta bagaimana pemerintah 

dapat merespon, khususnya dengan pengisian bea masuk tambahan dihitung untuk 

mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh perdagangan yang tidak adil. 

e) Mendorong Pengembangan Ekonomi 

Memberi mereka lebih banyak waktu untuk menyesuaikan, fleksibilitas yang 

lebih besar dan hak-hak istimewa; lebih dari tiga perempat dari anggota WTO 

negara berkembang dan negara dalam transisi ke ekonomi pasar. WTO akan 

memberikan kemudahan dalam hal perdagangan untuk membantu dan mendorong 

pembangunan tiap negara yang menjadi anggotanya, terutama bagi negara 

berkembang; 

                                                           
122 WTO, “What Is the WTO? - What We Stand For,” diakses 3 Januari 2024, 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/what_stand_for_e.htm. 
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f) Melindungi Lingkungan 

Perjanjian WTO mengizinkan anggota untuk mengambil langkah-langkah 

untuk melindungi tidak hanya lingkungan tapi juga kesehatan masyarakat, 

kesehatan hewan dan kesehatan tanaman. Namun, langkah ini harus diterapkan 

dengan cara yang sama untuk kedua bisnis nasional dan asing. Dengan kata lain, 

anggota tidak harus menggunakan langkah-langkah perlindungan lingkungan 

sebagai sarana menyamarkan kebijakan proteksionis. 

Banyaknya kasus permasalahan yang bersinggungan dengan perdagangan 

maupun WTO, salah satunya dalam permasalahan hak milik. Membutuhkan pihak 

organisasi internasional seperti WTO untuk meminimalisasikan masalah tersebut, 

dengan menyinggung ‘poin b’ dalam prinsip dasar dari WTO yaitu menurunkan 

hambatan perdagangan di negara anggota. Dalam hal ini menurunkan hambatan 

perdagangan yang bersinggungan dengan hak milik intelektual.123 

Perjanjian TRIPs mempunyai tujuan agar dapat melindungi dan menegakan 

hukum terkait hak milik kekayaan intelektual yang berguna untuk memotivasi 

timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat 

bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeseimbangan antara hak dan kewajiban. 

Perjanjian TRIPs memiliki tujuan untuk menanggulangi atau meminimalisasi 

hambatan dalam permasalahan perdagangan yang disebabkan masalah terkait 

dengan hak kekayaan intelektual, seperti pemalsuan dan pembajakan. Maka dari itu 

perlu diminimalisasi gangguan dan hambatan yang dihadapi dalam permasalahan 

terkait perdagangan internasional, dengan mengingat kebutuhan untuk 

meningkatkan perlindungan yang efektif terhadap hak milik kekayaan intelektual, 

serta menjamin agar tindakan dan prosedur untuk menegakkan hak milik intelektual 

tidak menjadi penghalang bagi perdagangan yang sah serta jalur pelaporan dan lain-

lain menjadi lebih terstruktur.124 

                                                           
123 Tarmizi dan Muhammad Ikhwan, Hak Cipta Karya Digital: Perlindungan dan Tanggung Jawab 

(Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021). 
124 Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, Hak dan Kewajiban 

Pemerintahan dalam Penerapan UU No. 7/94 Tentang Ratifikasi TRIPs (Jakarta: Direktorat Jendral 

Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, 2023). 



 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu: 

1. Kedudukan hasil karya artificial intelligence tidak diatur secara signifikan 

dalam perjanjian TRIPs. Namun, Pasal 7 TRIPs menyatakan bahwa 

perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual harus berkontribusi pada 

peningkatan inovasi teknologi dan transfer serta penyebaran teknologi. Selain 

itu, perjanjian TRIPs menyatakan bahwa perlindungan dan segala aturan terkait 

hak kekayaan intelektual diatur oleh peraturan yang berlaku di negara-negara 

anggotanya. Indonesia saat ini belum memiliki ketentuan yang mengatur secara 

khusus terkait AI. Lebih lanjut, apabila dicermati melalui interpretasi hukum, 

maka diketahui bahwa AI dapat dianggap sebagai agen elektronik. Hal ini dapat 

dicermati pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berkaitan dengan konteks 

perlindungan hak paten, kedudukan AI bukanlah sebagai subjek, melainkan 

sebagai objek yang dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Paten. 

Sehubungan dengan kepemilikan hak cipta, yang berhak memiliki hak cipta dan 

dilindungi ciptaannya berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Cipta adalah 

pencipta yang merupakan subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. 

Namun, kedudukan AI dapat disamakan dengan badan hukum yang diakui 

sebagai bagian dari subjek hukum dikarenakan kemampuannya untuk 

melakukan perbuatan hukum.  

2. Konstruksi pengaturan produk artificial intelligence sebagai hasil karya 

intelektual berdasarkan rezim TRIPs sangat diperlukan seiring berkembangnya 

teknologi saat ini. Perjanjian TRIPs tidak melindungi hak kekayaan intelektual 
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secara internasional. Penerapan aturan-aturan umum yang telah disepakati, 

diserahkan pemberlakuan dan pengaturan sepenuhnya kepada negara yang akan 

memberlakukan aturan tersebut dalam hukum nasionalnya. Undang-undang 

terkait hak kekayaan intelektual di Indonesia saat ini belum mengatur secara 

spesifik terkait dengan produk artificial intelligence. Sehingga timbul berbagai 

ambiguitas dalam norma hukumnya. Indonesia dapat menggunakan 

pengelompokan sistem kecerdasan buatan dalam mengatur penggunaan sistem 

kecerdasan buatan pada bidang-bidang tertentu. Ketentuan tersebut akan 

menegaskan status dan sejauh mana kecerdasan buatan dapat digunakan dalam 

kekayaan intelektual. Terlebih, Indonesia dapat tidak mengakui perlindungan 

terhadap hasil karya kecerdasan buatan akibat memiliki koneksi yang lemah dan 

tidak cukup melibatkan peran manusia dalam pembuatan karyanya. Dengan 

menggunakan prinsip No Ownership terhadap hasil karya kecerdasan buatan 

dan menjadikannya sebagai milik publik. Upaya tersebut merupakan cara 

terbaik agar pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh kecerdasan buatan yang 

syarat dengan isu komersialisasi tidak berjalan di atas kekosongan hukum.  

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yaitu:  

1. Pemerintah Indonesia sebaiknya membuat regulasi khusus terkait artificial 

intelligence yang secara preventif dan represif untuk melindungi produk 

artificial intelligence sebagai hasil karya intelektual agar tidak terjadi 

ambiguitas hukum. 

2. Perusahaan disarankan untuk mengetahui aspek hukum dari kedudukan hasil 

karya intelektual artificial intelligence yang dihasilkan dan/atau digunakan oleh 

perusahaan untuk mengurangi adanya permasalahan-permasalahan hukum.  

3. Masyarakat disarankan untuk lebih bijak dalam penggunaan artificial 

intelligence agar tidak terjadi permasalahan hukum di masa depan. 
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